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ABSTRAK 
Mindawarni Indah (E211 12 116), Implementasi Kebijakan pengendalian 
becak motor di Kota Makassar, +89 Halaman+5 Tabel+2 Gambar+26 Daftar 
Pustaka (1986 – 2010)+ 2 lampiran 
 
Transportasi merupakan salah satu sarana dan prasarana yang 
mendukung perkembangan ekonomi, sosial, politik dan mobilitas penduduk suatu 
daerah. Banyaknya jenis transportasi umum dalam kota membuat Kota 
Makassar semakin semrawut. Oleh karena itu Di Kota Makassar bentor memiliki 
payung hukum berupa Peraturan Walikota Makassar No. 22 Tahun 2012 
Tentang Pengendalian Operasional Kendaraan Becak Motor Dalam Wilayah 
Kota Makassar 
 
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk melihat Bagaimana implementasi 
kebijakan pengendalian becak motor di Kota Makassar oleh Dinas Perhubungan 
Kota Makassar. penelitian ini menggunakan penelitian kuanlitatif . Adapun 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi 
dokumen yang dilakukan sekitar 1 bulan. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan 
pengendalian opresional becak motor yang di atur pada Peraturan Walikota 
Makassar Nomor 22 Tahun 2012 belum mampu diterapkan secara efektif 
dikarenakan, sulitnya untuk berdialog kepada para pemilik dan pengendara 
becak motor mengenai batas wilayah pengangkutan becak motor. Para pemilik 
dan pengendara becak motor selalu saja menolak untuk ditertibkan dan dibatasi 
ruang lingkup aktivitas pengangkutannya sehingga beberapa langkah prepentif 
yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar mengalami hambatan. 
 
Kata Kunci : Implementasi kebijakan, peraturan walikota Makassar nomor 
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ABSTRACT 
Mindara Mindawarni Indah (E211 12 116), Implementation of policy control 
motor tricycles in Makassar, +89 Page +5 Table+2 Picture + 26 Figure 
Bibliography (1986-2010) + 2 attachments 
 
 Transport is one of the facilities and infrastructure that support the 
development of economic, social, political and mobility of the population of an 
area. The many types of public transportation in the city of Makassar making 
increasingly chaotic. Therefore In Makassar bentor have the legal umbrella of 
Makassar Mayor Regulation No. 22 Year 2012 on Pedicab Motor Vehicle 
Operations Control In Makassar City Regional 
 
In general, this study aims to see how the implementation motorcab control policy 
in Makassar by the Department of Transportation Makassar. This research uses 
qualitative research. The data collection used were interviews, observation, and 
study the document is performed for about 1 month 
 The results showed that the implementation of control policies 
opresional motor tricycles which is set at Makassar Mayor Regulation No. 22 of 
2012 has not been able to be implemented effectively due, the difficulty for the 
dialogue to the owners and drivers of motor tricycles on border transport of motor 
tricycles. The owners and riders of motor tricycles always refused to be 
disciplined and limited the scope of its transportation activities so that preventive 
steps are conducted by the Department of Transportation in Makassar obstacles. 
 
Keywords : Implementation of policies, regulations mayor of Makassar 
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I.1 Latar Belakang 
Transportasi merupakan salah satu sarana dan prasarana yang 
mendukungperkembangan ekonomi, sosial, politik dan mobilitas penduduk 
suatu daerah. Dengantingginya mobilitas masyarakat di suatu daerah 
dalam menjalankan perputaran rodapembangunan nasional yang 
khususnya di bidang perekonomian, maka diperlukan pelayanan jasa di 
bidang transportasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Kansil,1995). 
Pada umumnya, permasalahan transportasi terletak pada ketidak 
seimbangan antara kebutuhan sarana, prasarana dan fasilitas 
transportasi, serta pertumbuhan penduduk dan juga perkembangan 
ekonomi suatu daerah atau wilayah. Dengan begitu perkembangan suatu 
wilayah dapat diarikan bahwa perkembangan suatu daerah 
maupunmasyarakatnya atau wilayah tergantung dari perkembangan 
transportasi, atau sebaliknya. (Marsi, 2003:18). Adapun Fungsi 
transportasi sendiri adalah sebagai sektorpenunjang pembangunan dan 
sebagai sektor pemberi jasa. Berkaitan dengan sangat pentingnya fungsi 
transportasi maka ada yang menganggap bahwa transportasi merupakan 
urat nadi perekonomian, namun menurut Schumer transportasi bukan 
merupakan tujuan tetapi merupakan sarana untuk mencapai banyak 
tujuan (Adisasmita, 2010). 
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Banyaknya jenis transportasi umum dalam kota membuat Kota 
Makassar semakin semrawut. Contohnya angkutan umum (pete-pete), 
taxi, ojek, becak, dan yangsaat ini ramai diperbicangkan adalah becak 
motor. Munculnya fenomena bentor di Kota Makassar dikarenakan 
adanya kebutuhan masyarakat yang meningkat di bidang jasa 
transportasi.Di Kota Makassar sendiri becak motor sudah tidak terkendali 
dan terkesansangat semrawut. Berdasarkan data yang dimiliki oleh dinas 
perhubungan danpolresptabes makassar jumlah bentor yang di data oleh 
asosiasi bentor sendiri pada tahun 2012 telah mencapai 11.000 unit 
(Anonim, 2013). Seharusnya sejak awal becak motor beroperasi di kota 
makassar, dinas perhubungan sudah mengambil langkah antisipasidan 
tidak dilakukan pembiaran. 
Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
AngkutanJalan tidak diatur secara jelas mengenai kendaraan becak 
motor.Berdasarkan Pasal 47 ayat 1 kendaraan terbagi atas terdiri atas 
kendaraan bermotordan kendaraan tidak bermotor. Untuk kendaraan 
bermotor sendiri dikelompokkan berdasarkan jenis seperti : sepeda motor, 
mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus.Selain 
itu secara tehnis becak motor di kota makassar belum di lakukan 
ujikelayakan tetapi keberadaannya di tengah-tengah masyarakat sudah 
sangat menjamur.Padahal dalam Pasal 48 Undang-undang lalu lintas dan 
Angkutan Jalan sudah mengaturpersyaratan teknis dan laik jalan 
kendaraan bermotor.Dalam ketentuan Pasal 48 (1) Undang-Undang 
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Nomor 22 Tahun 2009 diaturtentang Persyaratan Teknis dan Laik Jalan 
Kendaraan Bermotor. Selain itu diatur puladalam Pasal 49 tentang 
pengujian Kendaraan Bermotor. Di Kota Makassar bentor hanyamemiliki 
payung hukum berupa Peraturan Walikota Makassar No. 22 Tahun 
2012Tentang Pengendalian Operasional Kendaraan Becak Motor Dalam 
Wilayah KotaMakassar. Dalam Peraturan Walikota tersebut hanya 
mengatur ketentuan operasionalyang terdapat dalam Pasal 2: 
“Wilayah operasional becak motor ditetapkan pada kawasan 
PemukimanKecamatan Tamalanrea, Pemukiman Kecamatan 
Biringkanaya, PemukimanKecamatan Tamalate dan Pemukiman 
Kecamatan Manggala” 
 
 Dengan hadirnya Peraturan Walikota tersebut semestisnya sudah 
ada batasan yang jelas terhadap ruang lingkup opresional becak motor di 
Kota Makassar, tapi fakta yang terjadi aktifitas opresional becak motor 
telah melanggar batasan yang telah ditentukan dalam Peraturan Walikota 
No. 22 tahun 2012. Hal ini menjadi masalah baru yang dihadapi oleh Kota 
Makassar terkhususnya dibidang transportasi, Dinas Perhubungan Kota 
Makasar selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap masalah 
transportasi.sepertinya belum sepenuhnya efektif dalam menangani 
masalah opresional becak motor.  
Globalisasi serta ketatnya persaingan saat sekarang ini menjadi 
sebuah tantangan yang harus dihadapi setiap organisasi untuk 
mempertahankan kelangsungan organisasinya. Organisasi yang kalah 
dalam persaingan adalah organisasi yang lamban dalam merespon situasi 
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eksternal dan keadaan internal organisasi, sehingga kinerjanya tidak 
optimal. Menurunya kinerja ini kemungkinan besar bermuara dari sumber 
daya manusia yang mana memiliki peran penting sebagai divisi penghasil 
produk. Dengan kata lain, meningkatnya kinerja organisasi tergantung 
pada sumber daya manusianya. 
Dalam peningkatan kinerja organisasi memberikan fokus khusus 
pada sumber daya manusia (pegawai) termasuk aspek-aspek yang 
berkenaan dengannya. Potensi sumber daya manusia pada hakikatnya 
adalah merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional, 
namun selama ini masih dirasakan bahwa potensi sumber daya manusia 
tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal mengingat sebagian 
besar angkatan kerja tingkat keterampilan dan pendidikannya masih 
rendah. Hal ini berakibat pula terhadap rendahnya pendapatan dan 
kesejahteraanya. Keadaan tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap 
sikap mental tenaga kerja di lingkungan kerjanya yang berakibat 
rendahnya hasil kerja. Mengingat karena masyarakat indonesia 
mempunyai budaya yang majemuk dan adanya pengaruh budaya asing 
maka hal tersebut dapat menghambat terwujudnya sikap mental dan sikap 
sosial pegawai. 
Untuk itu maka perlu disusun tuntutan motivasi di lingkungan 
organisasi sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi. Dinas 
Perhubungan Kota Makassar merupakan salah satu lembaga 
pemerintahan yang memiliki peran penting sebagai pelayanan publik 
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khususnya di bidang Transportasi di kota Makassar. Masalah 
perhubungan di kota Makassar sebagai ibukota provinsi Sulawesi Selatan 
yang akan menjadi tolak ukur bagi daerah lain. Mampu dan tidaknya 
Dinas Perhubungan Kota Makassar dalam mengaplikasikan tugas-
tugasnya sangat di tentukan sejauh mana organisasi tersebut di dukung 
oleh Sumber Daya Manusia yang secara interaktif dalam melaksanakan 
program-program kerjanya. 
Sesuai Program Pembangunan Daerah Prov.Sul-Sel Tahun 2001-
2005 pengembangan sumber daya manusia pada aparatur Pemerintah 
Prov.Sul-Sel mempunyai tujuan yaitu:  
a. Tertatanya struktur organisasi, perangkat kelembagaan dan 
aparatur pemerintah yang efektif, efisien, dan rasional sesuai 
dengan kebutuhan.  
b. Meningkatnya kualitas dan transparansi pelayanan masyarakat 
yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  
c. Berkembangnya sistem perencanaan sumberdaya manusia 
aparatur Pemerintah sesuai dengan hasil penataan struktur 
organisasi pemerintahan.  
d. Meningkatnya pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.  
e. Meningkatkan kwalitas Sumber Daya Manusia Aparatur 
Pemerintah.  
f. Mengurangi kejenuhan dan meningkatkan semangat  
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g. meningkatkan keterampilan aparatur.  
 
Program Pembangunan Daerah Tahun 2001-2005 Penataan Sumber 
Daya Manusia khususnya penataan terhadap aparatur Pemerintah. Untuk 
mendukung pelaksanaan tugas di Dinas Perhubungan Kota Makassar 
diperlukan Sumber Daya Manusia yang tidak jumlah yang banyak dan 
kualitas yang baik akan tetapi juga mempunyai etos kerja tinggi, wawasan 
kedepan, semangat enterpeneur dan pola pikir yang mandiri dalam rangka 
pelaksanaan tugas di Dinas Perhubungan Kota Makassar. Sumber daya 
manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam 
organisasi,yaitu meliputi semua orang yang melakukan aktivitas 
berdasarkan petunjuk kerja yang ditetapkan dalam rangka mencapai 
tujuan organisasi.Secara umum sumber daya yang terdapat dalam 
organisasi menurut (Faustino Cardosa Gomes, 1995:1) dapat 
dikelompokkan atas dua macam yaitu:  
1. Sumber daya manusia (human resource)  
2. Sumber daya non manusia (non-Human resource)  
Apakah sumber daya yang ada saat ini sudah mengemban kriteria 
untuk mengemban otonomi daerah yang seluas-luasnya. Karena sumber 
daya manusia yang selama ini adalah pegawai Dinas Perhubungan Kota 
Makassar merupakan faktor kunci mampu dan tidaknya daerah mengelola 
manajemen organisasi sesuai apa yang diharapkan. Berdasarkan 
pengamatan yang dilakukan bahwa pegawai yang ada di Dinas 
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Perhubungan Kota Makassar belum sepenuhnya memiliki motivasi kerja 
yang baik guna meningkatkan kinerja dari pegawai tersebut. Hal tersebut 
selain dapat dilihat dari tingkat absensi yang ada pada tabel absensi, juga 
dapat dilihat dari kondisi yang ada di Dinas Perhubungan Kota Makassar, 
dimana masih terdapat beberapa pegawai yang terlambat masuk kerja, 
serta pegawai masih sering meninggalkan kantor pada jam kerja padahal 
bukan karena alasan pekerjaan. Ada juga pegawai yang bermain game 
disaat jam kerja dan pegawai yang pulang disaat jam kerja belum selesai. 
Berdasarkan kondisi yang ada di Dinas Perhubungan Kota Makassar, 
motivasi kerja pegawainya dikatakan belum baik karena terdapat 
beberapa hal yang menyimpang dari tugas. 
Motivasi kerja pegawai pun mempengaruhi efektivitas Dinas 
Perhubungan Kota Makassar. Demikian halnya kompetensi yang ada di 
Dinas Perhubungan Kota Makassar. Kompetensi yang ada di Dinas 
Perhubungan Kota Makassar kurang optimal. Hal itu dapat dilihat dari 
realisasi pekerjaan yang tidak tercapai sesuai dengan target yang 
ditentukan. Selain itu pendidikan merupakan hal yang penting dalam 
mendukung kemampuan yang dimiliki pegawai. Berdasarkan pokok 
pemikiran diatas, maka sangat jelas terdapat beberapa faktor yang 
memiliki peranan sangat penting yang mempengaruhi kinerja pegawai di 
Dinas Perhubungan Kota Makassar. Dilihat dari kondisi yang terjadi di 
Kantor Dinas Perhubungan Kota Makassar, dimana masih adanya 
beberapa hal yang berkaitan dengan motivasi kerja serta kompetensi kerja 
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yang membuat kinerja di Kantor Dinas Perhubungan Kota Makassar 
masih belum optimal. 
Dari uraian diatas, penulis menyadari akan pentingnya efektifitas 
pengendalian opresional becak motor yang dilaksanakan oleh instansi 
pemerintah yaitu, Dinas Perhubugan Kota Makassar. Menurut penulis 
banyak faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya efektivitas di Dinas 
Perhubungan Kota Makssar khususnya terhadap penertiban angkutan 
umum,antara lain kepemimpinan, pengawasan, koordinasi antar sub-
dinas/bagian yang masing-masing membawahi beberapa seksi/sub 
bagian, disiplin kerja pegawai, motivasi, semangat kerja,pembagian 
kerja,iklim kerja,tata kerja yang ada,hubungan insani kemampuan 
pegawai dan sebagainya 
Dengan jumlah pegawai Maret 2015, pegawai perempuan 
berjumlah 44 orang dan pegawai laki-laki berjumlah 93 ,efektivitas kerja 
yang diharapkan seharusnya bisa tercapai tetapi terkendala masalah 
kurang berfungsinya perincian tugas(uraian tugas),rendahnya disiplin 
kerja pegawai,kurang adanya koordinasi antar sub/bagian yang ada,masih 
rendahnya tingkat pencapaian target/tujuan.  
Dengan penjelasan diatas maka harapan bahwa pegawai di Dinas 
Perhubungan Kota Makassar mampu atau bisa mengarjakan tugasnya 
secara efektif. Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang ada, penulis 
mengadakan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 




I.2. Rumusan Masalah  
Bertolak dari permasalahan tersebut diatas, maka penulis merumuskan 
masalah penelitian yaitu: 
1. Bagaimana implementasi kebijakan pengendalian becak motor di Kota 
Makassar oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar ? 
2. Faktor-faktor apa saja mempengaruhi implementasi kebijakan 
pengendalian becak motor di Kota Makassar ? 
I.3. Tujuan Penelitian  
Searah dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 
dalam penelitian ini yaitu :  
1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pengendalian becak motor 
di Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menghambat 










I.4. Manfaat Penelitian  
Manfaat dalam penelitian ini mengarah kepada aspek berikut :  
1. Manfaat Akademis  
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 
dan wawasan penulis terutama yang berkaitan dengan teori tentang 
efektivitas kinerja pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar dalam 
pengendalian opresional becak motor dan sebagai bahan referensi 
bagi mereka yang berkeinginan untuk melakukan penelitian lanjutan 
pada bidang yang sama.  
2. Manfaat Praktis  
Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbang saran 
dan masukan bagi pemerintah khususnya Di Dinas Perhubungan Kota 
Makassar dalam imlementasi kebijakan pengendalian opresional 
becak motor.  
3. Manfaat Penulis  
Adapun manfaat langsung bagi penulis yaitu dapat menambah dan 
memperluas wawasan pengetahuan dalam penulisan karya ilmiah 
(skripsi) yang terkait masalah yang diteliti, serta merupakan tugas 








II.1.1 Pengertian Kebijakan Publik 
 Secara umum isitilah kebijakan dan kebijaksanaan seringkali 
dipergunakan secara bergantian.Kedua istilah ini terdapat benyak 
kesamaan dan sedikit perbedaan, sehingga tak ada masalah yang berarti 
bola kedua istilah itu dipergunakan secara bergantian.Pengertian istilah 
kebijakan dan kebijaksanaan juga terdapat dalam kamus besar bahasa 
Indonesia. 
a) Kebijakan : kepandaian ; kemahiran; kemahiran Kebijakan berarti : 
1) Hal bijaksana; kepadaian menggunakan akal budinya 
(pengalaman dan pengetahuan) 
2) Pimpinan dan cara bertindak (mengenai pemerintah, 
perkumpulan dan sebagainya) 
3) Kecakapan bertindak bila menghadapi orang lain (dalam 
kesulutan dan sebagainya). (Poerwadarmita, 1994:115)  
b) Istilah kebijaksanaan biasanya digunakan untuk perbuatan yang baik, 
menguntungkan atau positif. Kebijaksaan berarti : 
1) Pandai :mahir; selalu menggunakan akal budinya  
2) Patah lidah; pandai bercakap-cakap  
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 Sendangkan policy berasal dari bahasa Latin politea yang berarti 
kewarganegaraan.Karena policy dikaitkan dengan pemerintah, maka lebih 
tepat jika diterjemahkan sebagai kebijaksanaan dan bukan kebijakan. 
Menurut Charles O. Jones, istilah kebijakan tidak hanya digunakan dalam 
praktik sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau 
keputusan yang sangat berbeda. Berkaitan dengan pengertian kebijakan 
tersebut, Carl Friedrich dalam Budi Winarmo memberikan pengertian 
sebagai berikut: Bahwa kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang 
disesuaikan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu 
lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan 
kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk 
menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau 
merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Istilah kebijakan ini 
lebih tertuju pada kebijakan (policy) yaitu kebijakan Negara, kebijakan 
yang dibuat Negara.Kebijakan publik dapat juga berarti serangkaian 
tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh 
pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh 
masyarakat. Bentuk kebijakan public itu bias berupa undang-undang atau 
peraturan daerah (Perda) dan yang lain . 
 Ada berbagai defenisi tentang kebijakan public yang dikemukakan 
oleh beberapa ahli. Misalnya yang dikemukakan oleh Heinz Eulau dan 
Kenneth Prewitt, yang dikutip oleh Agustino (2006:6) mendefinisikan 
kebijakan publik sebagai : “keputusan tetap yang dicirikan dengan 
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konsisten dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang 
membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusantersebut”. Dye yang 
dikutip Agustino mengatakan bahwa, “kebijakan public adalah apa yang 
dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan”. Melalui 
defenisi ini kita dapat memeahami bahwa terdapat perbedaan antara apa 
yang akan dikerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus 
dikerjakan oleh pemerintah. Meskipun terdapat bebagai defenisi kebijakan 
negara (Publik policy), seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, 
bahwasanya dalam setiap kebijakan pasti membutuhkan orang-orang 
sebagai perencanaan atau pelaksaan kebijakan maupun objek dari 
kebijakan itu sendiri.Kebijakan public dibaca dalam lingkar otoritas 
Negara, persoalan yang muncul selama ini disebabkan oleh kompetensi 
aparat yang tidak memadai atau juga pilihan agenda setting yang kurang 
tepat. Proses kebijakan dapat tercipta dalam sebuah mekanisme Interaksi 
antar Individu. 
 Proses pertukaran dan peraturan antar Individu dapat menciptakan 
sebuah mekanisme sendiri, yaitu yang merupakan sebuah proses panjang 
dari transformasi di dunia politik. Sebuah proses kebijakan merupakan 
sebuah proses yang multilinear dan kompleks. Atau dengan kata lain, 
kompleksitas sosok arena kebijakan turut mewarnai proses kebijakan 
yang ada. Hal tersebut sangatlah memungkinkan terjadi karena sebuah 
proses kebijakan selalu lahir dan besar pada ruang dan waktu yang tak 
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ksosng. Dari pengertian kebijakan public yang diuraikan diatas dapat 
disimpulkan bahwa:  
(1) Kebijakan public dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-
tindakan pemerintah.  
(2) Kebijakan public baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu 
itu mempunyai tujuan tertentu.  
(3) Kebijakan public ditujukan untuk kepentingan masyarakat.  
 
II.1.2 Tujuan Kebijakan 
 Fungsi utama dari Negara adalah mewujudkan, menjalankan dan 
melaksanakan kebijaksanaan bagi seluruh masyarakat.Hal ini berkaitab 
dengan tujuan-tujuan penting kebijakan pemerintah pada umumnya, yaitu. 
1) Memelihara ketertiban umum (Negara sebagai stabilisator)  
2) Memajukan perkembangan dari masyarakatdalam berbagai hal 
(Negara sebagai stimulator)  
3) Memadukan berbagai aktivitas (Negara sebagai coordinator)  





II.1.3. Jenis Kebijakan Publik 
 Menurut James E. Anderson, kebijakan publik dapat di 
kelompokkan sebagai berikut : 
1) Substantive Policies and Procedural Policies.  
Substantive Policies adalah kebijakan yang dilihat dari substansi masalah 
yang di hadapi oleh pemerintah . Misalnya: kebijakan politik luar negeri, 
kebijakan di bidang pendidikan, kebijakan ekonomi, dan sebagainya. 
Dengan demikian yang menjadi tekanan dari substansi policies adanya 
pokok masalahnya (subject matter) kebijakan.Procedural Policies adalah 
suatu kebijakan yang dilihat dari pihak-pihak mana saja yang terlibat 
dalam perumusan kebijakan publik, serta cara bagaimana suatu kebijakan 
publik diimplementasikan.  
2) Distributive, Redistributive, and self Regulatory policies.  
Distributive policies adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang 
pemberian pelayanan atau keuntungan bagi individu-individu, kelompok-
kelompok, perusahaan-perusahaan atau masyarakat 
tertentu.Redistributive Policies adalah kebijakan yang mengatur tentang 
pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan, atau hak-hak di antara kelas-
kelas dan kelompok penduduk.Self Regulatory policies adalah kebijakan 
yang mengatur tentang pembatasan atau pelanggaran perbuatan atau 
tindakan bagi seseorang atau sekelompok orang. 
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3) Material Policies adalah kebijakan-kebijakan tentang pengalokasian 
atau penyediaan sumber –sumber material yang nyata bagi para 
penerimanya, atau mengenakan beban-beban bagi mereka yang 
mengalokasikan sumber-sumber material tersebut.  
4) Publik Goods and Private goods policies. 
Publik goods policies adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang 
penyediaan barang-barang dan pelayanan-pelayanan untuk kepentingan 
orang banyak.Private goods policies merupakan kebijakan-kebijakan 
tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan-pelayanan untuk 
kepentingan perorangan yang tersedia di pasar bebas,dengan imbalan 
biaya tertentu.  
II.1.4. Proses Kebijakan Publik  
Hogwood dan peters menganggap ada sebuah proses linear pada sebuah 
kebijakan yaitu policy innovation – policy succession – policy maintenance 
– policy termination. Policy innovation adalah saat dimana pemerintah 
berusaha memasukkan sebuah problem baru yang diambil dari hiruk-piruk 
kepentingan yang ada di masyarakat untuk kemudian dikonstruksi menjadi 
sebuah kebijakan yang relevan dengan konteks tersebut.Policy 
succession akan terbentuk setelah aspirasi itu didengar oleh pemerintah 
dan pemerintah akan mengganti kebijakan yang ada dengan kebijakan 
baru yang lebih baik. Polici maintence adalah sebuah pengadaptasian 
atau penyesuaian kebijakan baru yang dibuat tersebut untuk keep the 
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polcy on track. Policy termination adalah saat dimana kebijakan yang ada 
tersebut dan dianggap sudah tidak sesuai lagi maka kebijakan tersebut 
dihentikan. Kebijakan Negara dalam bentuk kebijakan hukum yang 
disepakati dalam tata urutan kebijakan berkedudukan sebagai kebijakan 
strategi yang tertinggi. 
 Lahirnya berbagai kebijakan dalam berbagai aktualisasi yang 
secara hierarki dimulai dari kebijakan tertinggi setelah undang-undang 
dasar, (dulu) disebut Garis-garis besar Haluan Negara, hingga pada 
tingkat terbawah seperti peraturan-peraturan dareah. Kebijakan 
pemerintah berkaitan dengan system kehidupan nasional yang berada 
dalam kondisi yang berubah dari waktu ke waktu, ada kesatuan bentuk 
dalam segala aspek kehidupan social, dan ada saat-saat di mana konflik 
dapat diredam dengan upaya penciptaan kesatuan bentuk dalam segala 
aspek kehidupan social, dan ada saat semua konflik harus dikembangkan 
dalam alam demokrastis guna pemberdayaan yang diharapkan. Hal ini 
akan berbeda-beda pula dalam setiap konteks kehidupan, seperti konteks 
politik, administrasi Negara dan pemerintahan daerah. Kebijakan adalah 
isi yang menjadi komitmen dari kebijakan, sedangkan pelaku kebijakan 
yang disebut pula sebagai stakeholder.Adapun yang dimkasudkan dengan 
lingkungan adalah keadaan social politik, social budaya, social ekonomi, 
pertahanan dan keamanan, kehidupan social, basional, regional, dan 




 Dalam konsep lainya seorang pakar bernama William N. Dunn 
(1994) mengatakan proses ananlisis kebijakan public merupakan 
serangkatan aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan 
yang bersifat politis. Aktivitas politis itu Nampak pada serangkaian 
kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, 
adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian. 
 Isu kebijaksaan adalah usaha sistematis untuk merumuskan 
masalah, evaluasi program kebijaksanaan adalah usaha sistematis untuk 
menentukan tingkat seberapa jauh masalah telah secara nyata dapat 
diatasi. Salah satu perbedaan pokok antara keduanya terletak pada 
waktu.Isu kebijaksaan disiapkan sebelum tindakan dilakukan (bersifat 
prospektif), sedangkan program evaluasi kebijaksanaan dibuat setelah 
diambilnya suatu kebijakan (retrospektif). Pandangan yang dikemukakan 
oleh William N. Dunn (2000:169) ini menjadi dasar pemikiran untuk 
menilai hakekat pentingnya suatu evaluasi kebijakan.Lebih lanjut dia 
menjelaskan bahwa evaluasi program kebijaksaan dimulai dengan 
menjelaskan usaha-usaha yang telah dilakukan dalam perumusan 
masalah, peramalan mengenai akibat-akibat dari alternatife, dan 
pembuatan usulan. Evaluasi program kebijaksanaan yang dirancang 
dengan berhasil membutuhkan cara penyusunan masalah yang kreatif, 
sikap alternatif kebijaksaan yang baru, dan kerangka arah tindakan yang 
baru atau diperbarui, meskipun evaluasi program kebijaksaan normalnya 
berhenti pada pembuatan usulan yang eksplisit. Berbagai argumentasi 
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Dunn diatas merupakan bahan pertimbangan yang menyebabkan peneliti 
lebih memilih untuk menggunakan metode-metode ”evaluasi kebiajakan” 
dari pada “analisis kebijakan”. 
 Karena dengan melakukan evaluasi kebijakan yang telah 
dikeluarkan outputnya akan menghasilkan rekomendasi tindakan 
selanjutnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah, maka tentunya 
sumbangsih terhadap pemerintah daerah akan jauh lebih lebih konkrit. 
Sementara analisis kebijakan bersifat peramal (forecasting) yang belum 
dapat dipastikan hasilnya. 
 
II.2 Konsep Implementasi  
II.2.1 Pengertian Implementasi 
Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia berarti pelaksaan atau penerapan.Istilah implementasi biasanya 
dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai 
tujuan tertentu.Kamus Webster, merumuskan bahwa to implement 
(mengimplementasikan) berarti to provide the means for carryingout 
(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), to give practicia 
effect to (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian 
tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu 
harus disertakan sarana yang mendukung yang nantinya akan 
menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.  
34 
 
 Pengertian implemntasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan 
adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu hanya dirumuskan lalu dibuat 
dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian 
didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah 
kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai 
dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan adalah hal 
yang paling- berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak 
dijumpai didalam konep, muncul dilapangan.Selain itu, ancaman utama, 
adalah konsistensi implementasi. Di bawah ini akan dijelaskan secara 
singkat beberapa teori implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan 
dapat dikatakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan 
melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan 
mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran 
kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat 
diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), 
yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Berikut akan 
dijelaskan mengenai konsep Implementasi yang di paparkan oleh 
beberapa ahli diantaranya : Sementara (Budi Winarno, 2002), yang 
mengatakan bahwa implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau 
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan 
individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk 
mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan 
kebijaksanaan sebelumnya. Adapun makna implementasi menurut Daniel 
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A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaiamana dikutip dalam 
buku (Solihin Abdul Wahab, 2008: 65), mengatakan bahwa, yaitu,  
“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi 
sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan 
fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan 
kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman 
kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk 
mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak 
nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.  
 Dari pandangan kedua ahli diatas dapat dikatakan bahwa suatu 
proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya 
menyangkut perilaku badan-badan adminstratif yang bertanggung jawab 
untuk melaksanakan suatu program yang telah ditetapkan serta 
menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula 
menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan poltik, ekonomi, dan social yang 
secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi segala 
pihak yang terlibat, sekalipun dalam hal ini dampak yang diharapkan 
ataupun yang tidak diharapakan. Van Meter dan Van Horn (Budi Winarno, 
2002 :102) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan 
yang dilakukan individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah 
maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah 
ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Micahel Howlet dan 
M. Ramesh (1995, 11) dalam buku Subarsono (2006, 13), bahwa:  
“implementasi kebijakan adalah proses untuk melakukan kebijakan 
supaya mencapai hasil.”  
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Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan 
terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan 
pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana 
pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga 
pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan 
atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi 
kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan 
hasil akhir (output), yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin 
diraih. Meter dan Horn (Subarsono, 2006 :99) mengemukakan bahwa 
terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni;  
1) Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran 
kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir apabila standar 
dan sasaran kebijakan kabur,  
2) Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan 
sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non 
manusia.  
3) Hubungan antar organisasi, yaitu dalam benyak program, 
implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan 
instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi 
bagi keberhasilan suatu program.  
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4) Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup stuktur birokrasi, 
norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang 
semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.  
5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup 
sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan 
implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan 
memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para 
partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini public 
yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung 
implementasi kebijakan.  
6) Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu 
respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi 
kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman 
terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai 
yang dimiliki oleh implementor. Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa 
implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, 
aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang 
dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau 
kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang 
sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan 
suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan 
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pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu : tercapai atau tidaknya 
tujuan-tujuan yang ingin diraih.  
II.2.2 Teori-teori Implementasi  
Impelentasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 
rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi 
biasanya dilakukan setelah perencanaaan sudah dianggap fix. Berikut 
disini ada sedikit info tentang pengertian implentasi menurut para 
ahli.Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau 
penerapan.Majone dan Wildavsky (Nurdin dan Usman, 2002), 
mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky 
(Nurdin dan Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa ”Implementasi 
adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. 
Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling 
menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mclaughin (Nurdin dan Usman, 
2004). Adapun Schubert (Nurdin dan Usman, 2002:70) mengemukakan 
bahwa ”implementasi adalah sistem rekayasa.” Subarsono (2008 :89), 
mengemukakan beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi 
kebijakan, yaitu:  
A. Teori George C. Edward  
 Dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi 
oleh empat variable, yaitu : 
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a). Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan 
agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang 
menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada 
kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi 
imlpementasi.  
b). Sumberdaya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan 
secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan 
sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan 
berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya 
manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya financial. 
c). Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 
implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka 
implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti 
apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III (1980;98) 
menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan 
masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat 
kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat 
mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai 
(pelaksana) dan insentif. 
d). Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja 
dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta 
adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-
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beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi 
juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan 
penyampaian laporan (Edward III, 1980;125) Struktur organisasi yang 
terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan 
menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, 
yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari stuktur 
organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. 
B. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatlier  
 Teori ini berpendapat bahwa terdapat tiga kelompok variable yang 
mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu Karakteristik masalah 
(tractability of the problems)  
a). Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan dimana di 
satu pihak terdapat beberapa masalah social yang secara teknis mudah 
dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air bersih bagi penduduk.  
b). Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Hal ini berarti bahwa 
suatu program akan relative mudah diimplementasikan apabila kelompok 
sasarannya adalah homogen, karena tingkat pemahaman kelompok 
sasaran relative sama.  
c). Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, dimana sebuah 
program akan relative sulit diimplementasikan apabila sasarannya 
mencakup semua populasi dan sebaliknya sebuah program relatif mudah 
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diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu 
besar  
d). Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan dimana sebuah 
program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif 
akan relative mudah diimplementasikan dibanding program yang 
bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat. Karakteristik 
kebijakan (ability of statue to structure implementation), yaitu : 
a). Kejelasan isi kebijakan, yaitu, karena semakin jelas dan rinci isi sebuah 
kebijakan, maka akan lebih mudah di implementasikan, karena 
implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan 
nyata.  
b). Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis, di mana 
kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap karena 
sudah teruji, meskipun untuk beberapa lingkungan tertentu perlu ada 
modifikasi.  
c). Besarnya alokasi sumber daya financial terhadap kebijakan tersebut, di 
mana sumber daya keuangan adalah factor krusial untuk setiap program 
social, setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan 
pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program 
yang semuanya memerlukan biaya. 
d). Seberapa besar adanya ketertarikan dan dukungan antar berbagai 
institusi pelaksana, di mana kegagalan kerja sering disebabkan oleh 
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kurangnya koordinasi vertical dan horizontal antar instansi yang terlibat 
dalam implementasi program.  
e). Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.  
f). Tingkat komitmen aparat, terhadap tujuan kebijakan. Kasus korupsi 
yang terjadi di Negara-negara dunia ke tiga, khususnya Indonesia salah 
satu sebabnya adalah rendahnya tingkat komitmen aparat untuk 
melaksanakan tugas dan pekerjaan atau program-program. 
g). Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpastisipasi 
dalam implementasi kebijakan, di mana suatu program yang memberikan 
peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akan relativemendapat 
dukungan di banding program yang tidak melibatkan masyarakat. 
Lingkungan kebijakan (nonstatutory variable effecting implementation), 
yaitu : 
a). Kondisi social ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi 
dimana masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relative mudah 
menerima program pembaharuan dibanding dengan masyarakat yang 
masih tertutup dan tradisional.  
b). Dukungan publik sebuah kebijakan, dimana kebijakan yang 
memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan public, 
sebaliknya kebijakan yang bersifat dis-intensif, misalnya kenaikan harga 
BBM akan kurang mendapatkan dukungan public.  
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c). Sikap dari kelompok pemilih (constituency goups), dimana kelompok 
pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi 
kebijakan melalui berbagai cara, yaitu kelompok dapat melakuakn 
intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana 
melalui berbagai komentar dengan maksud untuk mengubah keputusan, 
dan kelempok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi 
badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang 
dipubliksikan terhadap badan-badan pelaksana.  
d). Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor .pada 
akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang 
telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial, 
sehingga aparat pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat 
prioritas tujuan dan selanjutnya marealisasikan prioritas tujuan tersebut.  
C. Teori Donald S.Van Meter dan Carl E. Van Horn  
 Meter dan Horn (subarsono;2006;99) mengemukakan bahwa 
terdapat lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni;  
a). Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran 
kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir.apabila standar 
dan sasaran kebijakan kabur. 
b). Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan 




c). Hubungan antar organisasi, yaitu dalam benyak program, implementor 
sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, 
sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi 
keberhasilan suatu program.  
d). Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup stuktur birokrasi, norma-
norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang 
semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.  
e). Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup 
sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan 
implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan 
memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para 
partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini public 
yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung 
implementasi kebijakan.  
e). Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu 
respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi 
kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman 
terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai 
yang dimiliki oleh implementor.  
D. Teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli 
 Teori ini berpendapat bahwa terdapat empat kelompok variable 
yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni; 
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kondisi lingkungan; hubungan antar organisasi; sumberdaya organisasi 
untuk implementasi program; karakteristik dan kemampuan agen 
pelaksana. 
E. Teori David L. Wimer dan Aidan R.Vining 
 Welmer dan Vining (Subarsono, 2006;103) mengemukakan bahwa 
terdapat tiga kelompok variable besar yang dapat mempengaruhi 
keberhasilan implementasi suatu program, yaitu  
1) Logika kebijakan. Dimana hal ini dimaksudkan agar suatu kebijakan 
yang ditetapkan masuk akal (reasonable) dan mendapatkan dukungan 
teoritis. 
2) Lingkungan tempat kebijakan dioprasikan akan mempengaruhi 
keberhasilan implementasi suatu kebijakan, dimana yang dimaksud 
lingkungan dalam hal ini encakup lingkungan social, politik, ekonomi, 
hankam, dan fisik, atau geografis. Suatu kebijakan yang berhasil pada 
suatau daerah, bias saja gagal diimplementasikan pada daerah lain yang 
berbeda.  
3) Kemampuan implementor kebijakan. Tingkat kompetensi implementor 
mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. 
II.2.3 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan 
 Menurut Bambang sunggono, implementasi kebijakan mempunyai 
beberapa faktor penghambat,yaitu:  
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a) Isi Kebijakan 
 Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi 
kebijakan,maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup 
terperinci,sarana-sarana dan penerapan prioritas,atau program-program 
kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua ,karena 
kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan. 
Ketiga,kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan 
adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, pemyebab 
lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan public dapat 
terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-
semberdaya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana 
dan tenaga manusia.  
b) Informasi 
Implemntasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang 
peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat 
berkaitan untuk dapat memainkan peranya dengan baik. Informasi ini 
justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi  
c) Dukungan 
Pelaksaan suatu kebijakan public akan sangat sulit apabila pada 
pengimplementasiannya tidak cukup dukungan unutuk pelaksaan 
kebijakan tersebut.  
47 
 
d) Pembagian potensi 
Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu 
kebijakan public juga ditentukan aspek pembagian potensi diantaranya 
para pelaku yang terlibat dalam implementasi.Dalam hal ini berkaitan 
dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana.Struktur 
organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila 
pembagian wewenang dan tanggung jawab kuran disesuaikan dengan 
pembagian tugas atau ditandai oleh adnya pembatasan-pembatasan yang 
kurang jelas.Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-
kebijakan yang controversial yang lebih banyak mendapat penolakan 
warga masyarakat dalam implementasinya. Menurut James Andrson, 
faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan 
melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu : 
1) Adanya konsep ketidak patuhan selektif terhadap hokum, dimana 
terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik 
yang bersifat kurang mengikat individu-individu : 
2) Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan 
dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai 
atau bertentangan dengan peraturan hokum dan keinginan pemerintah.  
3) Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara 
anggota masyarakat yang mencendrungkan orang bertidak dengan 
menipu atau dengan jalan melawan hukum.  
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4) Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan 
yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi 
sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik  
5) Apa bila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan 
system nilai yang dimuat masyarakat secara luas atau kelompok-
kelompok tertentu dalam masyarakat. 
 Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan 
dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. 
Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota 
masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah 
atau Negara, sehingga apabila prilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai 
dengan keinginan pemerintah atau Negara, maka suatu kebijakan public 
tidaklah efektif.  
II.3 Konsep Pemerintahan 
 Pemerintahan berasal dari kata perintah yang berarti sesuatu yang 
harus dikerjakan.Kata perintah mendapat awalan Pe- menjadi pemerintah 
yang artinya subjek yang memberikan perintah. Selanjutnya pemerintah di 
beri akhiran –an menjadi pemerintahan berarti aktivitas dari pemerintah. 
Aktivitas dari pemerintah terjelaskan dalam tugas dasarnya.Tugas dasar 
dari pemerintah adalah pengaturan, pelayanan dan pembangunan.hal 
tersebut menunjukkan bahwa antara pemerintahan dan pembangunan 
adalah merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Tugas pelayanan dan 
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pengaturan berkenaan dengan nilai dasar yang dijelaskan pada konsep 
tetang masarakat yaitu mengenai hak dan kewajiban masyarakat.Yang 
pertama mengenai tugas pengaturan, jika yang bertugas mengatur adalah 
pemerintah maka yang diatur adalah yang-diperintah dalam hal ini 
masyarakat.Berarti pemerintah memiliki hak untuk mengatur dan 
masyarakat memiliki kewajiban untuk diatur.hal ini terkait dengan konsep 
partisipasi yang dimobilisasi. Kedua, mengenai tugas pelayanan.Jika yang 
mempunyai tugas pelayanan adalah pemerintah maka yang dilayani 
adalah masyarakat.Artinya, pemerintah berkewajiban melayani dan 
masyarakat memiliki hak untuk dilayani.Konsep ini berkaitan dengan 
partisipasi otonom. 
 Ketiga, Pembangunan menurut Kartz (1971) sering diasumsikan 
sebagai proses perubahan yang terencana dari suatu situasi nasional ke 
situasi nasional yang dinilai lebih tinggi. Asumsi tersebut jika dibawah 
pada konteks pemerintahan sekarang dengan konsep otonomi daerah 
maka proses perubahan yang dimaksud dalam pengertian tersebut dapat 
dibuat pada level daerah. Asumsi tersebut dapat diperjelas dengan 
menyimak asumsi tetang moderenisasi atau pembangunan yang oleh 
Samuel P. Huntungton dan Joan M. Nelson (1984) dijelaskan: 
Moderenisasi atau pembangunan merujuk pada proses-proses secara 
keseluruhan dari perubahan sosial, ekonomi, intelektual, politik, dan 
kultural yang berkaitan dengan kondisi-kondisi pedesaan dan agraris yang 
relatif miskin ke kondisi-kondisi perkotaan dan industrialisasi yang relatif 
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kaya. Proses perubahan yang dimaksudkan dalam sebuah pembangunan 
adalah perubahan multidimensi yaitu mengenai masalah sosial, ekonomi, 
ilmu pengetahuan, budaya dll. Adapun indikator yang kita gunakan dalam 
perubahan kondisi yang diharapkan setelah pembangunan tidak merujuk 
pada asumsi Huntington dan Nelson, melainkan merujuk pada indikator 
Kantz meskipun lebih bersifat normatif sehingga perubahan dapat 
berlangsung berdasarkan nilai yang terus berkembang 
 
II.4. Manajemen Sumber Daya Manusia  
Manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan bidang 
strategis dari organisasi. Manajemen sumber daya manusia harus 
dipandang sebagai perluasan dari pandangan tradisional untuk mengelola 
orang secara efektif dan untuk itu membutuhkan pengetahuan tentang 
perilaku manusia dan kemampuan mengelolanya.  
Bermacam-macam pendapat tentang pengertian manajemen 
sumber daya manusia, antara lain adanya yang menciptakan human 
resources, ada yang mengartikan sebagai manpower management serta 
ada yang menyetarakan dengan pengertian sumber daya manusia 
dengan personal (personalia, kepegawaian, dan sebagainya). Akan tetapi 
pada manajemen sumber daya manusia yang mungkin tepat adalah 
human resources managemen (manajemen sumber daya manusia), 
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dengan demikian secara sederhana pengertian manajemen sumber daya 
manusia adalah mengelola sumber daya manusia.  
Manajemen sumber daya manusia adalah pendekatan terhadap 
manajemen manusia. Pendekatan terhadap manajemen manusia tersebut 
didasarkan pada nilai manusia dalam hubungannya dengan organisasi. 
Manusia merupakan sumber daya yang penting dalam organisasi di 
samping itu efektivitas organisasi sangat ditentukan oleh manajemen 
manusia.  
Menurut Schuler dalam buku Sutrisno (2009 : 4) mengemukakan 
bahwa :  
"Manajemen sumber daya manusia merupakan pengakuan tentang 
pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia 
yang sangat penting dalam memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan 
organisasi, dan menggunakan beberapa fungsi dan kegiatan untuk 
memastikan bahwa sumber daya manusia tersebut digunakan 
secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi dan 
masyarakat."  
Fokus manajemen sumber daya manusia terletak pada upaya 
mengelola sumber daya manusia di dalam dinamika interaksi antara 
organisasi pekerja yang seringkali memiliki kepentingan berbeda. 
Manajemen sumber daya manusia meliputi penggunaan sumber daya 
manusia secara produktif dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi dan 
pemuasan kebutuhan pekerja secara individual.  
Jadi manajemen sumber daya manusia dapat juga merupakan 
kegiatan perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, serta 
penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan baik secara 
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individu maupun organisasi. Walaupun objeknya sama-sama manusia, 
namun pada hakikatnya ada perbedaan hakiki antara manajemen sumber 
daya manusia dengan manajemen tenaga kerja atau dengan manajemen 
personalia.  
Kiggundu dalam buku Sulistiyani dan Rosidah (2009 : 13) 
mengemukakan bahwa : 
"Manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan dan 
pemanfaatan pegawai dalam rangka tercapainya tujuan dan 
sasaran individu, organisasi, masyarakat, bangsa dan internasional 
yang efektif." 
Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari 
manajemen keorganisasian yang memfokuskan diri pada unsur sumber 
daya manusia. Manajemen sumber daya manusia mempunyai tugas untuk 
mengelola unsur manusia secara baik agar diperoleh tenaga kerja yang 
puas akan pekerjaannya. Dalam tugasnya manajemen sumber daya 
manusia dapat dikelompokkan atas tiga fungsi, yaitu :  
1. Fungsi Manajerial yang meliputi :  
a. Perencanaan (human resources planning) adalah merencanakan 
tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan organisasi dan efektif 
serta efisien dalam membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan ini 
untuk menetapkan program kepegawaian.  
b. Pengorganisasian adalah kegiatan untuk megorganisasi semua 
pegawai dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, 
delegasi wewenang, integrasi dan koordinasinya, dalam bagan 
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organisasi (organization chart). Organisasi yang baik akan 
membantu tercapainya tujuan secara efektif.  
c. Pengarahan(directing) adalah kegiatan mengarahkan semua 
pegawai agar mau bekerjasama dan bekerja efektif secara efisien 
dalam terwujudnya tujuan organisasi, pegawai dan masyarakat. 
Pengarahan dilakukan oleh pimpinan dengan kepemimpinannya, 
memerintah bawahan agar mau mengerjakan semua tugasnya 
dengan baik.  
d. Pengendalian (controlling) adalah kegiatan mengendalikan semua 
pegawai agar mau mentaati peraturan-peraturan organisasi 
kepegawaian dan mau bekerja sesuai rencana. Bila terdapat 
penyimpangan atau kesalahan diadakan tindakan perbaikan atau 
penyempurnaan rencana. Pengendalian pegawai ini meliputi 
kehadiran, kedisiplinan, perilaku, kerjasama, pelaksanaan 
pekerjaan dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan.  
2. Fungsi Operasional yang meliputi :  
a. Pengadaan(procrument) adalah proses penarikan, seleksi, 
penempatan, orientasi dan induksi untuk mendapatkan pegawai 
yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pengadaan yang baik 
akan membantu terwujudnya tujuan.  
b. Pengembangan (development) adalah proses peningkatan 
ketrampilan teknis, teoristik, konseptual dan moral pegawai melalui 
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pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan harus sesuai 
dengan kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan.  
c. Kompensasi (compensation) adalah pemberian balas jasa 
langsung (direct) dan tidak langsung (indirect), uang atau barang 
kepada pegawai sebagai imbalan jasa yang diberikannya kepada 
orgaisasi. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak. Adil diartikan 
sesuai dengan prestasi kerjanya, layak diartikan dapat memenuhi 
kebutuhan primernya serta berpedoman pada batas upah 
minimum pemerintah dan berdasarkan internal dan eksternal 
konsistensi.  
d. Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan untuk 
mempersatukan kepentingan organisasi dan kebutuhan pegawai, 
agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling 
menguntungkan.Pengintegrasian merupakan hal penting dalam 
manajeman sumber daya manusia, karena mempersatukan dua 
kepentingan yang bertolak belakang.  
e. Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan untuk memelihara 
atau meningkatkan kondisi fisik, mental dan loyalitas pegawai, agar 
mereka bekerja sama sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik 
dilakukan dengan program kesejahtraan yang berdasarkan 
kebutuhan sebagian besar karyawan serta berpedoman kepada 
internal dan eksternal konsistensi.  
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f. Kedisiplinan Kedisiplinan merupakan fungsi manajeman sumber 
daya manusia yang terpenting demi terwujudnya tujuan yang 
maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk 
mentaati peraturan – peraturan organisasi dan norma – norma 
sosial.  
g. Pemberhentian Pemberhentian (separation) adalah putusnya 
hubungan kerja seseorang dari suatu organisasi. Pemberhentian 
ini disebabkan oleh keinginan pegawai, pensiun, dan sebeb – 
sebab lainnya.  
Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
manajemen sumber daya manusia mempunyai definisi sebagai suatu 
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atas 
pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, 
dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan 
organisasi pemerintah secara terpadu.  
Tiap organisasi, termasuk pemerintah, menetapkan tujuan-tujuan 
tertentu yang ingin mereka capai dalam memanajemen setiap sumber 
dayanya termasuk sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber 
daya manusia secara tepat sangatlah sulit untuk dirumuskan karena 
sifatnya bervariasi dan tergantung pada pentahapan perkembangan yang 





II.5. Dinas Perhubungan Kota Makassar 
Dinas Perhubungan merupakan Dinas Daerah yang 
menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum 
di bidang perhubungan. Dalam Peraturan Daerah Kota Makasar Nomor 26 
Tahun 2005 disebutkan tugas pokokDinas Perhubungan mempunyai 
tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di 
bidang perhubungan meliputi perhubungan darat, perhubungan laut, pos 
dan telekomunikasi serta perizinan. Sementara fungsinya meliputi:  
a. Penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis di bidang perhubungan 
darat, perhubungan laut, pos dan telekomunikasi. 
b. Penyusunan rencana dan program di bidang perhubungan darat, 
perhubungan laut, pos dan telekomunikasi. 
c. Pelaksanaan pengendalian dan pengamanan teknis operasional di 
bidang perhubungan yang meliputi teknis sarana dan prasarana lalu 
lintas, pengendalian dan pengawasan operasional lalu lintas jalan dan 
teknis operasional perhubungan laut, pos dan telekomunikasi. 
d. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang perhubungan 
darat, perhubungan laut, pos dan telekomunikasi. 
e. Pelaksanaan teknis administratif umum, kepegawaian, keuangan dan 
perelengkAdapun indikator-indikator yang termuat dalam pendekatan 
proses adalah batasan opresional becak motor, prosedur opresional 
becak motor, koordinasi antarapimpinan dan bawahan, responsivitas 
pegawai serta sarana dan prasarana. 
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Agar apa yang diuraikan dalam penelitian ini dapat dipahami 















































Peraturan Wali Kota 
Makassar No.22 Tahun 
2012 
 
Pendekatan Proses : 
1. Komunikasi 
2. Sumber Daya 
3. Disposisi 
4. Stuktur Birokrasi 
 
Sumber :George C.Edwards III 










I. Pendekatan penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif 
deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi 
kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna 
dengan mendeskripsikan sesuatu masalah. Penelitian yang dilakukan 
bersifat Deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan 
kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan 
terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat 
perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain (Sugiono, 2010). 
Sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif 
dalamrangka mengetahui dan memahami proses pengendalian opresional 
becak motor di Kota Makassar. 
. 
II. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana 
penelitianakan dilakukan. Adapun tempat penelitian yang akan dilakukan 
oleh penulis berlokasi di Kota Makassar Kecamatan Tamalanrea, 
Kecamatan Panakukkang, Kecamatan Rappocini dan Kecamatan 
Mamajang . Penelitian di tempatkan pada kantor Dinas Perhubungan Kota 
Makassar, dimana Kantor Dinas Perhubungan Kota Makassar merupakan 
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bagian pelaksana dalam pengendalian opresional becak motor di Kota 
Makassar. 
 
III. Tipe dan Dasar Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 
adalahKualitatif dan Deskriptif.Terbatas pada usaha mengungkapkan 
suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya 
sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta dan memberikan 
gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang 
diteliti.Sedangkan dasar penelitiannya adalah wawancara kepada 
narasumber/informan yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal 
yang berhubungan dengan rumusan masalahpenelitian. 
IV. Sumber Data 
Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data 
sekunderdan data primer namun lebih mengutamakan analisis data 
sekunder. 
1) Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 
lokasi penelitian yakni sumber data, dari informan yang bersangkutan 
dengan cara wawancara dan pengamatan atau observasi pada informan. 
2) Data sekunder merupakan data yang berasal dari survey lapangan dan 
diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa 
buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, laporan-laporan maupun arsip-
arsip resmi yang dapat mendukung kelengkapan data primer. 
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V. Narasumber atau Informan 
Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian serta adanya 
hasilyang representatif, maka diperlukan informan yang memahami dan 
mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.Adapun 
informan yang dimaksud adalah: 
1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar 
2. Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Makassar  
3. Petugas Pelayanan  Izin Trayek Kota Makassar 
4. Masyarakat yang menggunakan Becak Motor 
5. Pemilik Becak Motor 
 
VI. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data 
primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan data 
sekunder tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu : 
1. Telaah dokumen 
Telaah dokumen, yaitu dilakukan dengan menelusuri beberapa 
dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian guna mendapatkan 
data sekunder, yang berhubungan dengan teori-teori, undang-undang, 
buku-buku dan dokumen tentang izin trayek becak motor, kemudian 
akan mengkaji dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan.  





Observasi yaitu pengamatan secara langsung di lokasi penelitian guna 
memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang 
diteliti terkait dengan pengelolaan retribusi daerah pada 
dinasperhubungan Kota Makassar. 
3. Wawancara 
Wawancara yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan 
data melalui Tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan 
yang dianggap mengetahui banyak tentang obyek dan masalah 
penelitian. 
 
VII. Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh dari lokasi baik data primer maupun data 
sekunder,akan disusun dan disajikan serta dianalisis dengan 
menggunakan deskriptif kualitatif adalah analisis yang diwujudkan dengan 
cara manggambarkan kenyataan atau keadaan atau suatu objek dalam 
bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-
pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Hasil analisis 
tersebut kemudian diinterprestasi guna memberikan gambaran yang jelas 






VIII. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian runtututan darri rumusan masalah dan teori dalam 
kerangka pikir. Adapun dalam penelitian ini, implementasi akan diukur 
dengan menggunakan pendekatan proses (process approach) yang 
dikemukakan oleh George C.Edwards III. Dalam pendekatan proses, 
implmentasi diukur dengan melihat efisiensi dan kondisi kesehatan dari 
suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal 
berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan 
secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan 
melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan 
terhadap sumber-sumber yang dimiliki oleh lembaga yang 
menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.Adapun 
indikator-indikator yang termuat dalam pendekatan proses adalah: 
1. Komunikasi 
2. Sumber daya 
3. Disposisi 









Hasil Penelitian dan Pembahasan 
 Berdasarkan dari pembahasan sebelumnya tentang Peraturan 
Walikota Nomor 22 Tahun 2012 mengenai Pengendalian Opresional 
Kendaraan Becak Motor Dalam Wilayah Kota Makassar.Hal tersebut 
merupakan fenomena yang sekarang mulai mengganggu lalu lintas di 
Kota Makassar. Maka pada bab ini akan diuraikan secara mendalam 
mengenai fenomena tersebut. Pada bab ini akan dibahas dan diuraikan 
hasil temuan dari lapangan mengenai implementasi kebijakan Walikota 
tentang pengendalian opresional becak motor di Kota Makassar yang 
telah diatur dalam Peraturan walikota Nomor 22 Tahun 2012 Kota 
Makassar. 
4.1. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Makassar 
Dinas Perhubungan Kota Makassar merupakan salah satu bentuk dari 
reformasi pemerintah di daerah, di mulai dengan ditetapkannya undang-
undang tentang  pemerintah Daerah dan undang-undang tentang 
perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah sebagai upaya 
mewujudkan otonomi daerah yang lebih luas, sekaligus diharapkan 
membawa perubahan yang signifikan  dalam hubungan tata pemerintahan 
dan hubungan keuangan, terkhusus terhadap pembaharuan penting 
dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. 
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Dalam kaitan itu untuk mewujudkan “ Good Governance” penting 
diketahui dan dimengerti sekaligus diimplementasikan tentang landasan 
te4hadap pengawasan, pelaksanaan dan Pengendalian serta penilaian 
kinerja terhadap keuangan negara (APBN/APBD) sebagai upaya 
mewujudkan visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. 
Sejalan dengan itu telah dikeluarkan TAP MPR RI Nomor : 
XI/MPR/1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas 
korupsi, kolusi, dan Nepotisme. Serta ditindak lanjuti dengan adanya 
Undang-Undang Nomor 2  tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara 
yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 
Menurut Undang-undang nomor 2  tahun 1999 pasal 3 dinyatakan 
bahwa asas-asas umum penyelenggaraan dengan meliputi asas 
kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas 
akuntabilitas. Asas akuntabilitas berarti bahwa setiap kegiatan dan hasil 
akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat 
dipertanggungjawabkan pada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang 
kedaulatan tertinggi negara sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Untuk itulah maka pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 7 
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang 
mewajibkan setiap Instansi pemerintah mulai dari Pejabat Eselon II keatas 
untuk mempertanggunjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya 
sebagai kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang 
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dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategi yang 
dirumuskan sebelumnya 
 Permasalahan lalu lintas yang ada sekarang merupakan salah satu 
tanggung jawab dari Dinas Pehubungan Kota Makassar yang merupakan 
instansi pemerintah yang mengatur permasalahan lalu lintas di Kota 
Makassar. 
Tabel 4.1 
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Makassar 
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Makassar Tahun 2015 
 Berdasarkan tabel diatas kita bisa melihat adanya beberapa Sub 
Dinas yang ada di dalam Dinas Perhubungan Kota Makassar, pembagian 
jumlah pegawai dalam struktur organisasi pada sebua instansi akan 
mempengaruhi kemampuan memaksimalkan implementasi suatu 




Keadaan pegawai Dinas Pehubungan Berdasarkan Unit Kerja 
Unit Kerja Jumlah 
1. Kepala Dinas 1 Orang 
2. Bidang Tata Usaha 18 Orang 
3. Bidang  Teknis Prasarana 23 Orang 
4. Bidang Teknis Sarana 17 Orang 
5. Bidang Teknis Lalin dan Angkutan 63 Orang 
6. Bidang Opresional 44 Orang 
7. Bidag Pos dan Telekomunikasi 20 Orang 
Jumlah 
186 Orang 
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Makassar Tahun 2015 
Di tahun 2015 kita bisa melihat bahwa  sumber daya manusia yang 
ada pada Dinas Perhubungan Kota Makasar ialah 186 orang dan terbagi 
dalam beberapa bidang. Hal ini merupakan salah satu faktor yang 
nantinya akan mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan pada Dinas 
Perhubungan Kota Makassar apakah kebijakan tersebut akan terlaksana 
dengan efektif atau tidaknya. Selain itu jumlah pegawai pada suatu 
instansi mempunyai pengaruh yang besar terhadap cepat atau tidaknya 






Keadaan Pegawai Dinas Perhubungan Berdasarkan Pangkat dan 
Golongan 
Golongan Jumlah 
Golongan IV 5 Orang 
Golongan III 18 Orang 
Golongan II 26 Orang 
Pegawai Kontrak 137 Orang 
Jumlah 186 Orang 
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Makassar Tahun 2015 
 
Berdasarkan tabel diatas kita dapat melihat bahwa masih begitu 
banyaknya pegawai kotrak yang ada pada Dinas Perhubungan Kota 
Makassar, bahkan lebih dari setengah pegawai masih merupakan 
pegawai konrak.Dalam hal ini banyaknya pegawai kontrak bisa menjadi 
sebab kurang efektifnya suatu kebijakan, dikarenakan pegawai merasa 
kurangnya apresiasi pada sisi kesejatraan mereka, sehingga 








Keadan Pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar Berdasarkan 
Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin Jumlah 
Laki-Laki 131 Orang 
Perempuan 55 Orang 
Total 186 Orang 
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Makassar Tahun 2015 
 
Tabel 4.1-5 
Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Berdasarkan Jenjang 
Pendidikan 
Pendidikan Jumlah 
Strata 3 1 Orang 
Strata 2 18 Orang 
Strata 1 107 Orang 
SMA 54 Orang 
SMP 6 Orang 
Total 186 Orang 
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Makassar Tahun 2015 
 
 Berdasarkan data-data yang penulis peroleh dari lokasi penelitian, 
dapat kita temui sumber daya  manusia yang ada pada dasarnyanya 
sudah memadahi, dikarenakan jumlah pegawai Dinas Perhubungan Kota 
Makassar yang memperoleh gelar Strata 1 sudah melebihi 50% dari total 
seluruh jumlah pegawai yang terdapat pada Dinas perhubungan Kota 
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Makassar. Oleh karena itu dengan kwalitas pegawai yang sudah cukup 
memadai, seharusnya Dinas Perhubungan Kota Makassar sudah sanggup 
mengimplementasi dengan baik setiap kebijakan yang ada. 
4.2 Peraturan Walikota Makassar Nomor 22 Tahun 2012 Mengenai 
Pengendalian Opresional Becak Motor Dalam Wilayah Kota 
Makassar  
Dalam Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2012 mengenai 
Pengendalian Opresional Kendaraan Becak Motor Dalam Wilayah Kota 
Makassar sudah sangat jelas diuraikan ketentuan apa saja yang mengatur 
opresional becak motor, yaitu wilayah opresional becak motor  ditetapkan 
pada kawasan Pemukiman Kecamatan Tamalanrea, Pemukiman 
Kecamatan Biringkanaya, Pemukiman Kecamatan Tamalate dan 
Pemukiman Kecamatan Manggala 
 Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2012 mengenai 
Pengendalian Opresional Kendaraan Becak Motor Dalam Wilayah Kota 
Makassar ada beberapa langkah pembinaan becak motor yang dapat 
dilakukan yakni memenuhi standar kelaikan jalan kendaraan bermotor 
yang wajib untuk menyesuaikan spesifikasi rancang bangun kendaraan 
becak motor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Berbicara mengenai pembinan tersebut ada beberapa faktor yang penting 
agar pembinaan tersebut dapat terlaksana dengan baik, yaitu 
pengawasan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Makassar, 
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sebagaimana telah diamanatkan Pada peraturan Walikota Nomor 22 
tahun 2012. 
 Seperti yang telah di bahas diatas, bahwa wilayah beroprasinya 
becak motor hanya sebatas di daerah pemukiman atau kompleks 
perumahan diwilayah kecamatan tertentu. Sementara fakta yang terjadi 
dilapangan, wilayah operasi becak motor sudah melewati batasan yang 
telah diatur, bahkan saat ini beroprasinya becak motor sudah mulai 
menjadi salah satu faktor yang menambah permasalahan kemacetan di 
Kota Makassar. Hal ini harusnya menjadi perhatian oleh Dinas 
Perhubungan Kota Makassar selaku salah satu instansi yang berwenang 
menertibkan aktivitas opresional becak motor. Hal yang sama juga 
diungkapkan oleh salah satu narasumber Pak Ab pengguna jalan raya. 
 “Keberadaan becak motor saat ini cukup menambah kemacetan 
dijalan disebabkan tempat pangkalan mereka ada dibeberapa ruas 
jalan raya” (3 Februari 2016) 
 Namun muncul juga suatu pendapat yang bertentangan dari salah 
satu narasumber kami Ibu Rs pengguna jasa becak motor. 
 “hadirnya becak motor dijalan raya sangat membantu saya dalam 
melakukan transportasi dengan menggunakan transportasi umum, 
disebabkan becak motor memiliki akses  langsung ke rumah saya, 
beda halnya dengan pete-pete dan bus, selain itu biayanya juga 
relatif lebih murah dibanding taxi” (3 Februari 2016) 
 
 Inilah  hal yang menjadi pro dan  kontra dalam menertibkan becak 
motor, sebab disatu sisi keberadaan becak motor diaanggap sangat 
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membantu masyarakat, tapi disisi lain becak motorpun menimbulkan 
kemacetan akibat mangkal di ruas-ruas jalan yang rawan macet, 
contohnya di jalan bogenvile, ruas jalan yang tidak begitu luas ditambah 
begitu banyak becak motor yang mangkal mengakibatkan kemacetan di 
jam-jam tertentu. 
4.3 Aktifitas Opresional Becak Motor 
 Keberadaan becak motor merupakan hal yang baru di Kota 
Makassar, perkembangan becak motor ini baru berlangsung sekitar 
kurang lebih 5 tahun belakangan ini. Awalnya becak  motor ini hanya 
melakukan aktifitas pengangkutan di wilayah perumahan saja, tapi 
semakin hari aktifitasnya semakin luas. Saat ini yang menjadi pertanyaan 
posisi becak motor yang sudah menjadi salah satu kendaraan umum 
apakah sudah memenuhi standar kelayakan kendaraan umum yang telah 
di atur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 
2009  
  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam 
mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari 
upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 
1945). Sebagai bagian sistem transportasi nasional, lalu lintas dan 
angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk 
mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan 
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angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan 
pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta 
akuntabilitas penyelenggaraan negara.  
 Dalam penjelasan umum UULLAJ ditegaskan bahwa lalu lintas dan 
angkutan jalan merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu 
lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana 
lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan 
serta pengelolaannya. Dengan demikian angkutan umum merupakan 
salah satu sub bagian dalam lalu lintas dan angkutan jalan, yang di 
dalamnya sudah tentu terdapat jaringan angkutan umum, prasarana 
angkutan umum, kendaraan angkutan umum, pengemudi angkutan 
umum, serta pengelolaan angkutan umum.  
 Dalam penjelasan umum UULLAJ dikemukakan bahwa, lalu lintas 
dan Angkutan Jalan mempunyai peranan strategis dalam mendukung 
pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya 
memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai 
bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan 
harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, 
kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka 
mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah serta akuntabilitas 
penyelenggaraan negara.  
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 Angkutan umum merupakan salah satu media transportasi yang 
digunakan masyarakat secara bersama-sama dengan membayar tarif 
angkutan umum, merupakan lawan dari “kendaraan pribadi.1Istilah 
angkutan umum yang juga disebut sebagai transportasi, lalu lintas, dan 
transportasi dikemukakan sebagai berikut ini.  
 Konsep transportasi public sendiri tidak dapat dipisahkan dari 
konsep kendaraan umum. Pengertian kendaraan umum berdasarkan 
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang 
Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan kendaraan umum. 
Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan 
untuk digunakan oleh umum dengan dipungut bayaran langsung maupun 
tidak langsung. Menurut Utomo, Transportasi adalah pemindahan barang 
dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan.3 Pengertian yang lebih 
luas dikemukakan oleh Suharto yang menyatakan :  “transportasi adalah 
perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat 
pengangkutan, baik yang digerakkan oleh tenaga manusia, hewan (kuda, 
sapi, kerbau) atau mesin”. Konsep transportasi didasarkan pada adanya 
perjalanan (trip) antara asal (origin) dan tujuan (destination). 
 Ray Pratama Siadari menggunakan istilah Angkutan Umum 
Penumpang, yaitu angkutan penumpang yang dilakukan dengan system 
sewa atau bayar, termasuk dalam pengertian angkutan umum penumpang 




 Angkutan (transportasi) adalah kegiatan pemindahan orang dan 
atau barang dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan 
menggunakan sarana (kendaraan). Kendaraan yang harus diperhatikan 
adalah keseimbangan antara kapasitas moda angkutan dengan jumlah 
barang maupun orang yang memerlukan angkutan. Bila kapasitas armada 
lebih rendah dari yang dibutuhkan, akan banyak barang maupun orang 
tidak terangkut, atau keduanya dijejalkan ke dalam kendaraan yang ada. 
Sedangkan Lalu lintas (traffiq) adalah kegiatan lalu lalang atau gerak 
kendaraan, orang atau hewan di jalanan. Masalah yang dihadapi di dalam 
perlalu lintasan adalah keseimbangan antara kapasitas jaringan jalan 
dengan banyaknya kendaraan dan orang yang berlalu lalang 
menggunakan jalan tersebut. Bila kapasitas jaringan jalan tidak sesuai 
dengan banyaknya kendaraan dan orang yang berlalu lalang, maka yang 
terjadi adalah kemacetan lalu lintas. Persoalan ini sering dirancukan 
sebagai persoalan angkutan. 
Tabel 4.3.1 
Distribusi Jumlah Angkutan Becak Motor Tahun 2015 Di Kota 
Makassar 
No KECAMATAN JUMLAH BENTOR 
1. Rappocini 159 Unit 
2. Tallo 97 Unit 
3. Ujung Tanah 112 Unit 
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4. Wajo 53 Unit 
5. Biringkanaya 205 Unit 
6. Tamalate 188 Unit 
7. Tamalanrea 184 Unit 
8. Mariso 76 Unit 
9. Mamajang 141 Unit 
10. Bontoala 115 Unit 
11. Panakukkang 95 Unit 
12. Manggala 131 Unit 
13. Ujung Pandang 67 Unit 
14. Makassar 55 Unit 
 TOTAL 1678 Unit 
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Makassar Tahun 2015 
4.3.1 Syarat-Syarat Angkutan Umum 
 Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UULLAJ menetapkan bahwa 
“penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan 
pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat”. Angkutan 
umum, diatur dalam Pasal 137 UULLAJ :  
(1) Angkutan Orang dan/atau barang dapat menggunakan Kendaraan 
Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor;  
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(2) Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor berupa 
sepeda motor, mobil penumpang atau bus;  
(3) Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali :  
a. Rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, 
dan prasarana jalan di provinsi/kabupaten/kota belum memadai;  
b. Untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau 
Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau  
c. Kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara 
Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.  
 Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa angkutan umum 
untuk orang, digunakan kendaraan bermotor baik berupa sepeda motor, 
mobil penumpang atau bus, yang dalam penelitian ini lebih difokuskan 
pada angkutan umum dengan mobil penumpang dan bus.  
Ketentuan lebih lanjut diatur dalam UULAJ, yaitu : 
1. Pasal 138 :  
(1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan 
angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau;  
(2) Pemerintah bertanggungjawab atas penyelenggaraan angkutan umum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1);  
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(3) Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan 
kendaraan bermotor umum.  
2. Pasal 139 :  
(1) Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa 
angkutan orang dan/atau barang antar kota antar provinsi serta lintas 
batas Negara;  
(2) Pemerintah daerah provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan 
umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 
provinsi;  
(3) Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya 
angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam 
wilayah kabupaten/kota;  
(4) Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik 
Negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan hukum lain sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  3. Pasal 140  
Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas  
a. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek;  
b. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.  
 Dari ketentuan di atas, angkutan umum untuk mengangkut orang 
wajib digunakan kendaraan bermotor umum, terdiri atas angkutan umum 
dalam trayek, dan angkutan umum tidak dalam trayek. Pengelolaan usaha 
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angkutan umum dapat dilakukan oleh pemerintah (badan usaha milik 
Negara, badan usaha milik daerah) dan badan hukum lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  
 Kendaraan bermotor yang digunakan untuk sarana angkutan 
umum, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, di mana 
kendaraan dikelompokkan menjadi kendaraan bermotor dan kendaraan 
tidak bermotor Pasal 47 ayat (1) UULLAJ. Kendaraan bermotor terdiri dari 
sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan 
khusus. Pasal 48 mengatur sebagai berikut :  
(1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus 
memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.  
(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :  
a. Susunan;  
b. Perlengkapan;  
c. Ukuran;  
d. Karoseri;  
e. Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;  
f. Pemuatan;  
g. Penggunaan;  
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h. Penggandengan kendaraan bermotor; dan/atau  
i. Penempelan kendaraan bermotor.  
(3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 
oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya 
terdiri atas:  
a. Emisi gas buang;  
b. Kebisingan suara;  
c. Efisiensi system rem utama;  
d. Efisiensi system rem parker;  
e. Kincup roda depan;  
f. Suara klakson;  
g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama;  
h. Radius putar;  
i. Akurasi alat penunjuk kecepatan;  
j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan  




 Disamping persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan seperti 
yang telah ditentukan dalam UULLAJ, kendaraan yang dioperasikan untuk 
melayani angkutan umum, juga wajib diuji, yang dimaksudkan untuk 
menjamin bahwa kendaraan tersebut memenuhi persyaratan seperti yang 
ditentukan dalam UULLAJ. Pengujian tersebut dilakukan secara berkala, 
oleh instansi yang berkompeten, yang dalam hal ini adalah Dinas 
Perhubungan Kabupaten/Kota. 
 Deemikianlah kurang lebih beberapa hal yang harus dipenuhi 
becak motor. Selain itu hingga saat ini keberadaan akfitas opresional 
becak motor belum mendapat izin trayek sama sekali, hal ini yang 
menimbukan dilema dilapangan, disinilah peran Dinas Perhubungan Kota 
Makassar untuk mengambil langkah tetap yang sesuai dengan aturan 
sehingga semua kebijakan dapat terlaksana dengan efektif. 
4.4. Analisis Implementasi Kebijakan Pengedalian Becak Motor Di 
Kota Makassar 
 Pada bagian ini peneliti akan mejabarkan analisis dari hasil 
peelitian implementasi kebbijakan pengendalian opresional becak motor di 
Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara 
mendalam berdasarkan teori George Edward III. Teori dari George 
Edward III terdiri dari 4 elemen yaitu yag pertama komuikasi yang terdiri 
dari transmisi komunikasi, kejelasan komunikasi, dan konsistensi 
komunikasi, yag kedua adalah sumber daya yang terbagi lagi atas staf, 
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informasi, wewenang dan fasilitas, yang ketiga disposisi yang terbagi 
menjadi penempatan stand an insentif, dan yang keempat adalah struktur 
birokrasi yang terdiri dari Standart Operating Procedur (SOP) dan 
penyebaran tanggung jawab. 
4.4.1 Komunikasi 
 Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari suatu 
sumber berita kepada penerima berita melalui media tertentu ddenga 
tujuan untuk mendapatkan tanggapan dari penerima. Komunikasi 
merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi. Untuk menghindari 
gangguan pada komunikasi, perlu adanya ketetapan waktu dalam 
penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan memiliki 
ketelitian dan konsistensi dalam menyampaika informasi. Komunikasi ada 
dalam setiap kehidupan manusia bai itu secara verbal maupun non verbal 
karena manusia berkomunikasi utuk berinteraksi satu sama lain. 
 Dalam hal pengendalian becak motor, komunikasi merupakan 
penyampaian informasi dari pihak pembuat kebijakan kepada pelaksana 
kebijakan dan kemudian diteruskan kepada pengendara becak motor. 
Penyampaian informasi dari pihak pembuat kebijakan kepada pelaksana 
kebijakan dinamakan instruksi atau petunjuk. Komunikasi ini bersifat satu 
arah, yaitu dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Umpan 
balik dari pelaksana kebijakan kepada pembuat kebijakan sangatlah kecil. 
Sedangkan penerusan penyampaian informasi dari pelaksana kegiatan 
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kepad pengendar becak motor berupa sosisalisasi. Komunikasi ini 
berjalan dua arah baik dari pelaksana kebijakan kepada pengendara 
becak motor maupun dari pengendara becak motor kepada pelaksana 
kebijakan. Komunikasi dari pelaksana kebijakan kepada pengendara 
becak motor dapat berupa petunjuk teknis. Sedangkan komunikasi dari 
pengendara becak motor kepada pelaksana kebijakan dapat berupa 
pertanyaan dan saran. 
 Pada bagian selanjutnya akan dibahas mengenai 3 indikator 
komunikasi, yaitu transmisi, kejelasan komunikasi dan konsistensi 
komunikasi 
4.4.1.1 Transmisi Komunikasi 
 Transmisi informasi merupakan proses penyaluran informasi suatu 
hal dari pihak satu kepada pihak lainnya melalui sarana media. 
Penyaluran informasi merupakan tahap awal dari berjalannya informasi. 
Apabila penyaluran komunikasi berjalan dengan lancar, maka proses 
komunikasipun akan efektif. Sebaliknya jika terjadi gangguan pada proses 
penyaluran informasi, maka proses komunikasipun akan berjalan tidak 
lancar. 
 Dalam hal pegendalian becak motor, transmisi komunikasi adalah 
proses penyaluran informasi dari pelaksana kebijakan kepada pengendara 
becak motor, infrmasi yang diberikan berupa himbauan batasan 
opresional becak motor, standart model becak motor dan ketentuan 
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pangkalan becak motor. Informasi mengenai pengendalian opresional 
becak motor diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar selaku 
pelaksana kebijakan. 
 Transmisi komunikasi yang baik adalah proses penyaluran 
informasi dari pengirim pesan kepada penerima pesan tanpa merubah 
informasi yang ada. Sehingga penerima pesan dapat mengerti dan 
memahami pesan yang dikirim. Dalam hal pengedalian opresional becak 
motor, pelaksana kebijakan memberikan informasi kepada pengendara 
becak motor melalui media yang disebut sosialisasi batas opresional 
becak motor. Peneliti ingin mengetahui proses transmisi komunikasi 
dalam pengendalian opresional becak motor. Sehingga peneliti melakukan 
wawancara dengan beberapa pengendra becak motor yang pernah 
melakukan sosialisasi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh 
peneliti, pengendara becak motor merasas kurang puas dengan hasil 
sosialisasi. Hal ini diungkapkan oleh salah satu pengendara becak motor 
yang bernama Dg.Nb dalam wawancaranya sebagai berikut : 
 “Saya tidak setuju dengan  sosialisasi tersebut, karena dia batasi ki 
untuk cari nafkah” ( 30 Januari 2016) 
 Hal yang sama juga diungkapkan salah satu pengendara becak 
motor yang lainnya yaitu Pak Ad. Dalam wawancarannya dengan penulis 
Pak Ad mengatakan bahwa 
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 “ Susah ki kalau mau di larang-larang untuk ambil muatan, karena 
butuh ki banyak penumpang supaya ada bisa dikasih makan anak 
dan istri ta" (30 Januari 2016) 
 Penulis juga berhasil mewawancarai sala satu pengedara becak 
motor lainny yaitu Pak Rh, beliau mengatakan bahwa, 
 “Berapa tong ji bisa didapat kalau cuman di daerah perumahan ki 
ambil penumpang, ndak cukup ki untuk kehidupan kesian” (30 
Januari 2016) 
 Dg.Nb, Pak Rh dan Pak Ad berpendapat bahwa hasil dari 
sosisalisasi tersebut tidaklah memuaskan, disebabkan pengendara becak 
motor sangat dibatasi ruang opresionalnya. Sehingga hal tersebut sangat 
berpengaruh kepada pendapatan mereka sehari-hari. 
 Hal ini kembali di tegaskan oleh Dg.Nb selaku narasumber peneliti. 
 “Tidak cukup kodong penghasilanku kalau Cuma bisa antar jemput 
penumpang di wilayah perumahan” ( 30 Januari 2016) 
 Sosialisasi yang dilakukan Dinas Perhubungan selaku pihak 
pelaksana kebijakan sudah cukup baik, hanya saja banyak hal dalam 
sosialisasi tersebut dianggap tidak menguntungkan para pengendara 
becak motor, dikarenakan banyak hal yang membatasi ruang opresional 




4.4.1.2 Kejelasan Informasi 
 Komunikasi yang jelas merupakan komunikasi yang tidak 
membingungkan ketika pesan diterima. Pesan harus jelas hingga diterima 
oleh penerima pesan. Kejelasan informasi berperan penting dalam 
menunjang kelancaran komunikasi antara pembuat kebijakan dan 
pelaksana kebijakan. Apabila informasi yang disampaikan tidak jelas, 
akan mengganggu proses implementasi kebijakan karena informasi akan 
menjadi disalah artikan oleh penerima informasi. 
 Dalam sosialisasi pengendalian becak motor, kejelasan komunikasi 
dipengaruhi oleh kemampuan narasumber menyampaikan informasi 
kepada penerima pesan. Narasumber yang baik adalah narasumber yang 
dapat menyampaikan informasi kepada penerima informasi tanpa 
merubah atau mengurangi informasi yang disampaikan. Sehingga dapat 
membingungkan penerima informasi. Narasumber yang ada dalam 
sosialisasi pengendalian opresional becak motor adalah Raditya yang 
menjabat staf Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota 
Makassar. Beliau merupakan narasumber peneliti di Dinas Perhubungan 
Kota Makassa. Menurut Dg.Nb, pembicara sudah bagus namun masih 
kurang fokus. Hal ini ditegaskan dalam wawancaranya 
 “Bagus ji yang bawakan sosialisasi, Cuma tidak terlalu diperhatikan 
ki keluhan para pengendara” ( 30 Januari 2016) 
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 Menurut Dg.Nb bahwa narasumber sudah bagus dalam 
meyampaikan informasi dan sudah sangat cukup jelas. Hanya saja 
narasumber di anggap tidak terlalu memperhatikan keluhan dari para 
pengendara, dikarenakan ada beberapa pertanyaan pengendara yang 
tidak dijawab dengan jelas oleh narasumber. 
 
 
4.4.1.3 Konsistensi Komunikasi 
 Konsistensi dari komunikasi akan membantu komunikasi yang 
disampaikan sehingga dapat mudah dimengerti oleh penerima 
komunikasi. Penerima komunikasi juga dapat memahami maksud dan 
tujuan yang sedang dibicarakan. Konsistensi komunikasi dapat mencegah 
timbulnya kebingungan dari pihak pelaksana kebijakan di lapangan. 
Konsistensi komunikasi dalam pengendalian becak motor terdapat pada 
informasi yang disampaikan kepada para penerima informasi. Informasi 
dapat berupa petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian becak motor. 
  Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Raditya, Pak Raditya 
menjelaskan bahwa tidak terjadi gangguan yang mengganggu konsistensi 
informasi selama beliau menjadi narasumber dalam sosialisasi 




 “Tidak ada ji dek, karena saya menjelaskan dengan cukup detil, 
kalaupun ada yang kurang jelas, ya mereka bertanya saja to dek” 
(7 Januari 2016) 
 Pada saat Raditya menjelaskan tentang batasan opresional becak 
motor, beliau menjelaskan secara terperinci. Setelah menjelaskan batas 
opresional becak motor, Raditya membuka sesi tanya jawab pada saat 
sosialisasi selama satu atau dua jam. Hal ini dilakukan agar para 
pengendara becak motor yang belum mengerti dapat bertanya kepada 
beliau. Menurut Rd, forum diskusi pada sosialisasi batasan opresional 
becak motor termasuk aktif karena alokasi waktu satu atau dua jam untuk 
tanya jawab dirasa masih kurang. 
4.4.2 Sumber Daya 
 Sumber daya merupakan suatu hal yang diperlukan dalam 
melaksanakan suatu maksud tertentu yang telah ditetapkan. Sumber daya 
berguna untuk menunjang implementasi dari suatu kebijakan. Tanpa 
adanya sumber daya yang mencukupi dan memadai, implementasi 
sebuah kebijakan akan terganggu. Sumber daya yang ada pada pihak 
pembuat dan pelaksana kebijakan haruslah memadai dan mencukupi 
sesuai dengan apa yang tertera dalam peraturan. Pihak pembuat dan 
pelaksana kebijakan haruslah menggunakan sumber daya secara cermat 
dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan. Pada bagian 
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selanjutnya akan dibahas mengenai sumber daya yang terbagi menjadi 3 
bagian yaitu staf, informasi, kewenangan dan fasilitas. 
4.4.2.1 Staf 
 Staf termasuk kedalam sumber daya manusia. Sumber daya 
manusia adalah hal yan harus ada dalam setiap organisasi. Apabila staf 
yang ada dalam sebuah organisasi kurang dalam hal jumlah, maka 
kegiatan organisasi akan terganggu. Begitu pula yang terjadi apabila staf 
dalam sebuah organisasi tidak memiliki kompetensi yang cukup dalam 
melaksanakan kegiatan organisasi maka pelaksanaan kegiatan juga tidak 
akan maksimal. Sehingga untuk melaksanakan kegiatan organisasi 
secara maksimal, diperlukan keseimbangan antara kualitas dan kuantitas 
staf yang dimiliki. Seperti yang disampaikan Pak Rd dalam wawancaranya 
 “Setiap instansi manapun harus seimbang kwantitas dan kualitas 
pegawainya, sehingga dapat maksimal disetiap lini” (7 Januari 
2016) 
 Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan pengendalian 
opresional beccak motor terdapat pada staf yang melakukan pengawasan 
terhadap becak motor. Dalam konteks penelitian ini, staf yang dimaksud 
adalah staf dari Dinas Perhubungan Kota Makassar bagian Lalu Lintas 
dan Angkutan. Dinas Perhubungan Kota Makassar bagian Lalu Lintas dan 
Angkutan bertanggung jawab akan keberhasilan pengawasan becak 




 Informasi erat hubungannya dengan komunikasi. Komunikasi 
terjadi karena adanya informasi yang disampaikan dari pihak pengirim 
informasi kepada pihak penerima informasi. Apabila proses komunikasi 
berjalan dengan baik, maka tidak akan membingungkan pihak penerima 
pesan. Informasi yang ada dalam implementasi kebijakan pengendalian 
becak motor berupa petunjuk keamanan becak motor, dan hal yang 
berhubungan dengan penumpang becak motor. Para pengendara becak 
motor dapat memperoleh informasi tentang batasan opresional becak 
motor pada saat sosialisasi, ini disampaikan salah satu panitia pelaksana 
sosialisasi pengendalian opresional becak motor Pak Sl, 
 “Kami sudah berusaha semaksimal mungkin sehingga seluruh 
informasi bisa tersampaian dengan baik oleh seluruh peserta 
sosialisasi” (7 Januari 2016) 
 Kordinasipun dilakukan oleh para pegawai Dinas Perhubungan 
dengan pihak kepolisian dalam hal melaksanakan kebijakan pengendalian 
becak motor. Seperti yang dikatakan Pak Raditya sebagai berikut : 
 “Kami juga melakukan kordinasi dengan pihak kepolisian dalam hal 
melaksanakan kebijakan tersebut, walaupn mungkin belum ada 
langkah progress dari pihak kepolisian untuk menindaki 
pengendara becak motor” (7 Januari 2016) 
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 Kordinasi antara badan pelaksana kebijakan dilakukan dengan 
media sosialisasi bersama dan juga pengawalan serta penertiban para 
pengendara becak motor. Agar kebijakan dapat terlaksan dengan 
maksimal. 
4.2.2.3 Wewenang 
 Kewenangan adalah suatu kekuasaan yang didapatkan dari politisi 
yang disetujui oleh hukum. Kewenangan ini telah ditentukan siapa yang 
berhak mengatur dan memerintah. Setiap badan mempunyai 
kewenangannya sendiri-sendiri. Wewenang akan berjalan sesuai dengan 
tingkatan masing-masing organisasi. Setiap badan akan memiliki 
wewenang yang berbeda dengan badan lainnya. 
 Ketika suatu badan tidak memiliki wewenang, maka kekuatan 
badan tersebut di mata publik tidak disahkan. Badan pelaksana kebijakan 
memiliki wewenang tertentu agar dapat mengimplementasikan kebijakan 
yang dibebankan kepadanya. Badan pelaksana implementasi kebijakan 
tidak boleh melanggar wewenang badan pelaksana lainnya. Wewenang 
termasuk hal yang diperlukan dalam melakukan implementasi kebijakan. 
Namun disisi lain, penggunaan wewenang harus diawasi karena mudah 
disalah gunakan. Penyimpangan wewenang yang dilakukan oleh badan 
pelaksana implementasi kebijakan termasuk kedalam ranah kriminal 
karena merugikan orang lain. Pak Rd berkata bahwa sebenarnya 
penyimpangan wewenang dalam melaksanakan tugas itu salah. Tugas 
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Pak Rd sebenarnya ialah melakukan pengawasan terhadap angkutan 
orang di Kota Makassar. Para pelaksana implementasi pengendalian 
becak motor harus menyingkirkan sifat ingin mengambil keuntungan untuk 
pribadi dan golongan. Hal serupa dissampaikan Pak Mm dalam 
wawancaranya dengan penulis 
 “Wewenang yang dimiliki harus ditempatkan sesuai fungsinya 
sehingga tidak menimbulkan kecemburuan antar pegawai” (7 
Januari 2016) 
 Meskipun begitu, penyimpangan wewenang pada pelaksanaan 
implementasi sudah menjadi rahasia umum diantara kalangan para 
pengendara becak motor. Tak terkecuali di kalangan pengendara becak 
motor. Contohnya adalah Dg.Nb mengatakan bahwa selama ini mereka 
melakukan pembayaran kepada preman-preman setempat : 
 “Jadi setiap minggu ada saja orang yang datang minta jasa 
keamanan, bahkan biasa mengatasnamakan pegawai Dinas 
Perhbungan” (30 Januari 2016) 
 Dg.Nb berpendapat bahwa penyimpangan wewenang terjadi dalam 
pelaksanaan pnertiban opresional becak motor. Namun tidak semua 
orang melakukan melakukan penyimpangan wewenang karena pola pikir 
setiap manusia berbeda. Seharusnya penyimpangan tidak terjadi. Pada 
dasarnya tujuan utama pengendalian becak motor itu adalah untuk 
mengatur tata tertib berlalu-lintas kendaraan umum. Apabila orang 
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tersebut memiliki hati nurani yang baik, maka orang tersebut tidak akan 
melakukan penyimpangan wewenangnya karena hal tersebut akan 
merugikan orang banyak. 
 Hal yang sama juga di ungkapkan Pak Rs dalam wawancaranya : 
 “Kami hanya mencari nafka nak, ya jadi kaau ada yang minta biaya 
retribsi secara resmi ataupun tidak resmi, ya kami kasi saja, yang 
pennting kami dapat terus bekerja” (30 Januari 2016) 
 Pak Rs menduga adanya penyimpangan wewenang yang dilakuan 
oleh pihak Dinas Perhubungan, walapn itu tidak terang-terangan dilakukan 
dan melibatkan pihak ketiga yaitu preman yang ada di wilayah setempat. 
4.2.2.4 Fasilitas 
 Fasilitas merupakan faktor penting dalam melakukan implementasi 
kebijakan. Suatu organisasi yang memiliki jumlah staf yang cukup dan 
berkompeten apabila tidak didukung oleh fasilitas terbaik, maka 
pelaksanaan implementasi akan terhambat. Fasilitas yang baik akan 
membuat staf bekerja secara maksimal dalam melaksanakan 
implementasi kebijakan, ini disampaika Ibu An dalam wawancaranya 
dengan penulis, sebagai berikut, 
 “Fasilitas yang baik akan membantu kinerja pelaksanaan 
implementasi kebijakan disetiap bidang” (7 Januari 2016) 
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 Fasilitas yang ada dalam implementasi kebijakan pengendalian 
becak motor berupa gedung tempat penyelenggaraan sosialisasi . Hal ini 
sesuai dengan apa yang Pak Raditya katakan dalam wawancaranya : 
 “Kami memmpunyai fasilitas untuk memberikan sosialisasi kepada 
para pengendara becak motor berupa gedung serba guna yang 
sanggup menampung hingga 1000 orang” (7 Januari 2016) 
Daam hal fasilitas sebenarnya Dinas Perhubungan tidak mempunyai 
masalah yang berat, dikarenakan fasilitas yang ada sudah cukup 
memadahi untuk melakukan eiatan sosialisasi. 
4.4.3 Disposisi 
 Disposisi adalah kepribadian atau pandanan pelaksanaan dalam 
implementasi kebijakan publik. Disposisi atau sikap dari para pelaksana 
kebijakan berperan penting dalam sukses tidaknya pelaksanaan suatu 
kebijakan. Sikap dan pandangan tiap orang berbeda akan suatu hal. Oleh 
karena itu penempatan staf dalam melaksanakan suatu kebijakan 
didasarkan pada sikap dan pandangan yang dimiliki. Staf-staf dalam 
pelaksanaan kebijakan dipilih karena memiliki sikap dan pandangan yang 
relatif sama dengan pemimpin dan berkeahlian cukup. Sikap positif 
ditunjukkan dengan adanya kesanggupan dalam melaksanakan tugas 
dengan tanggung jawab, kesungguhan dalam melaksanakan tugasnya 
dan patuh terhadap perintah atasannya dalam menjalankan tugas. 
Sedangkan sifat negatif yang tampak adalah malas-malasan, kurang 
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motivasi, melakukan perlawanan terhadap tugas dari atasan dan lain-lain. 
Jika pelaksana implementasi kebijakan mempunyai kecenderungan sikap 
positif terhadap suatu kebijakan, maka besar kemungkinan kebijakan 
tersebut akan berhasil. Namun apabila sikap pelaksana kebijakan 
cenderung bernilai negatif maka pelaksanaan implementasi kebijakan 
akan terhambat bahkan gagal. Disposisi dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu 
penempatan staf dan insentif. 
4.4.3.1 Penempatan Staf 
 Pembuat kebijakan harus menyusun dan menempatkan staf-
stafnya dengan tepat dan selektif dalam organisasi. Penempatan staf 
yang tepat akan menjamin terlaksananya kebijakan dengan baik. Manusia 
akan bekerja secara optimal apabila ditempatkan pada bagian 
spesialisasinya. Agar pelaksanaan kebijakan berjalan dengan optimal, staf 
yang ada pada badan implementor harus ditempatkan pada bagian 
keahliannya masingmasing. Pandangan staf dalam melihat sisi suatu 
implementasi sebuah kebijakan harus selaras dengan pandangan 
pimpinan dan staf lain agar staf tersebut dapat termotivasi dan melakukan 
hal terbaik untuk melaksanakan tugasnya. Hal senada di tegaska oleh Pak 
Jm dalam wawancaranya, 
 “Kalau kita ditempatan sesuai dengan keahlian ta, bisa ki bekerja 
dengan lebih baik” (7 Januari 2016) 
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 Dalam pelaksanaan pengendalian becak motor, penempatan staf 
yang dimaksud adalah staft Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas 
Perhbngan Kota Makassar. Menurut Pak Partiyo, penempatan staf bidang 
lalu lintas dang angkutan pada Dinas Perhubngan Kota Makassar belum 
sesuai dengan keahlian. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Pak 
Raditya : 
 “Masih belum dek, karena disini tidak ada pembagian khusus staf 
yang sesuai dengan keahlian masing-masing” (7 Januari 2016) 
 Pak Raditya menegaskan bahwa di Dinas Perhubungan Kota 
Makassar belum ada penempatan khusus dari setiap bidang yang ada 
dan sesuai dengan keahliah setiap pegawai hal ini yang dianggap penting 
oleh Pak Raditya. Sehingga kedepannya setiap pegawwai sudah berada 
tepat dalam bidang yang sesuai dengan keahlian mereka. Hal itu juga 
diungkapkan oleh Ibu Ns 
 “Belum ada pembagian staf sesuai dengan keahliannya, karena 
kalau itu dilakukan, bisa jadi ada ketimpangan salah satu bidang” 
(30 Januari 2016) 
4.4.3.2 Pemberian Insentif 
 Insentif merupakan suatu balas jasa yang diberikan ketika 
pekerjaan yang diselesaikan melebihi harapan yang ada. Insentif 
diperlukan untuk menjaga motivasi seseorang dalam melaksanakan 
tugasnya. Dalam implementasi kebjakan pengendalian becak motor 
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insentif yang diberikan belum ada, karena parameter keberhasilannya 
tidak dapat jelas terlihat, hal yang sama juga diungkapkan oleh Pak 
Raditya dalam wawancaranya : 
 “Insentif untuk pegawai dalam hal melaksanakan setiap kebijakan 
itu belum pasti didapatkan, karena pada dasarnya tugas setiap 
pegawai ialah melaksanakan setiap program yang ada di insatansi 
massing-masing” (7 Januari 2016) 
 Dengan begitu secara tidak langsung Pak Raditya ingin 
menyampaikan bahwa tidak ada insentif yang pasti didapatkan oleh para 
pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Makassar Begitu pula yang 
disampaikan Ibu Ns kepada penulis 
 “Ndak pernah pi kita dapat insetif selama ini” (7 Januari 2016) 
 Ada suatu pernyataan yang mengejutkan dari salah satu 
narasumber yang pnulis wawancarai, yaitu Pak Hr beliau berpendapat 
sebagai berikut : 
 “Penting juga harusnya diberikan insentif kepada pegawai yang 
mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga ada 
tambahan semangat untuk bekerja” (7 Januari 2016) 
 Selain itu menurut narasumber lain yang penulis wawancarai Pak 
Sh menyatakan sebagai berikut 
98 
 
 “Insentif yang tinggi bisa jadi memungkinkan peningkatan kierja 
terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan” (7 Januari 2016) 
 Pernyataan tersebut seolah menegaskan bahwa pegawai yang ada 
pada Dinas Perhubungan Kota Makassar secara tidak langsung 
membutuhkan insentif untuk meningkatkan kinerja mereka dalam 
melakukan tugas. 
4.4.4 Struktur Birokrasi 
 Struktur birokrasi menurut Edward III dibagi menjadi SOP (Standard 
Operating Prochedure) dan adanya fragmentation. SOP mempunyai 
fungsi menyamakan kegiatan yang ada dalam struktur birokrasi dan 
aturan-aturan. Selain itu SOP berguna agar proses yang ada dalam 
birokrasi dapat berjalan dengan konsisten, efektif, efisien sehingga tidak 
bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada. Struktur birokrasi 
dibagi menjadi 2 bagian lagi yaitu SOP dan penyebaran tanggung jawab 
4.4.4.1 Standart Operating Procedur  
 SOP merupakan tata laksana dalam melakukan suatu hal yang 
berisi tentang petunjuk dan aturan-aturan yang ada dalam organisasi. 
Pelaksana implementasi kebijakan harus melaksanakan kegiatannya 
berdasarkan SOP yang ada agar berjalan dengan konsisten, efektif dan 
efisien. Dalam konteks implementasi kebijakan pengendalian becak 
motor, SOP diganti dengan Petunjuk Teknis. Petunjuk Teknis hampir 
sama dengan SOP yaitu sebagai rambu-rambu yang mengatur sertifikasi 
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guru agar terlaksana dengan baik. Dalam Petunjuk Teknis juga terdapat 
aturan yang membolehkan dan melarang apa-apa saja yang 
diperbolehkan oleh untuk para pengendara becak motor dan bagaimana 
saja model becak motor yang semestinya layak untuk digunakan. Hal 
yang sama diungkapkan dalam wawancara penulis dengan Pak Ag 
 “Model becak motor saat ini sangat tidak sesuai dengan aturan 
rancangan model yang semestinya, maka dari itu izin trayek hingga 
saat ini belum bisa diberikan kepada becak motor” (7 Januari 2016) 
 Peneliti hanya diberikan petunjuk teknis tentang  pengendalian 
becak motor. Petunjuk teknis merupakan turunan dari peraturan 
perundang-undangan, peraturan menteri, dan instruksi menteri yang berisi 
tentang aturan berlalu lintas dan angkutan orang. Seperti apa yang 
disampaikan oleh Pak Rd berikut : 
 “Pada dasarnya SOP dalam pengendalian becak motor ini sudah 
jelas dalam undang-undang dan juga peraturan lainnya” (7 Januari 
2016) 
 Yang ingin dissmpaikan Pak Rd bahwa untuk masalah SOP 
pengendalian Becak motor sudah sangat jelas ada dalam setiap peraturan 
dan undang-undang yang ada, hadirnya Peraturan Walikota Nomor 22 




 Hal yang berbeda disampakan Ibu Ns dalam wawancaranya 
dengan penulis 
 “SOP yang ada mungkin sudah cukup jelas, akan tetapi sanksi 
yang ada saat ini saya nilai belum bisa menimbulkan efek jera” (7 
Januari 2016) 
4.4.4.2 Penyebaran Tanggung Jawab 
 Menurut George Edward III, tanggung jawab disebarkan kepada 
beberapa badan yang berbeda sehingga membutuhkan koordinasi. 
Fragmentasi ini menyebabkan terjadinya persebaran tanggung jawab 
diantara badan pelaksana implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaan 
pengendalian becak motor, tanggung jawab disebarkan pada Kementerian 
Perhbungan Nasional, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan dan 
Dinas Perhbungan Kota Makassar dan masyarakat. Menurut Pak Rd 
dalam wawancaranya 
 “Yang bertanggung jawab dalam implementasi pengendaalian 
becak motor adalah pihak Dinas Perhubungan dan Kepolisian yang 
dalam hal ini sebagai pelaksana kebijakan” (7 Januari 2016) 
 Dalam hal ini pihak Kepolisian dianggap punya peran penting untuk 
menegakkan terlaksananya kebijakan pengendalian becak motor, penulis 
akhirnya mengkorfrmasi berita tersebu kepada salah satu polisi lalu lintas 
yang bernama Pak Tm, berikut kutipan pernyataan Pak Tm 
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 “Saya belum pernah mendapat instruksi bahkan mendengar 
tentang adanya perda yang mengatur tentang becak motor” (7 
Januari 2016) 
 Dengan pernyataan di atas pak Tm ingin menyampaikan bahwa 
penertiban opresional becak motor bukanlah tanggung jawab langsung 
dari pihak kepolisian, melainkan tanggung jawab Dinas Perhubungan. 
4.5 Faktor Penghambat 
 Dalam penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa faktor 
penghambat dalam implementasi kebijakan pengendalian becak motor di 
Kota Makassar. Kurangnya jumlah pegawai pada Dinas Perhubungan 
Kota Makassar merupakan salah satu faktor utama kurang maksimalnya 
kebijakan tersbut, seperti yang dikatakan pak Rd dalam wawancaranya 
sebagai berikut : 
 “Kami kekurangan personil untuk melakukan pengawasan terhadap 
kebijakan tersebut” (7 Januari 2016) 
 Beberapa petugas dilapanganpun mengeluhkan hal yang sama, 
berikut beberapa wawancara penulis dengan beberapa petugas Dinas 
Perhubungan Kota Makassar yang berhasil diwawancarai, menurut Pak 
Bs 
 “Kita sulit juga mbak untuk tertibkan itu bentor, karena mereka 
selalu main kucing-kucingan dengan petugas” (7 Januari 2016) 
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 Sementara menurut Pak Hf dalam wawancaranya dengan penulis 
sebagai berikut, 
 “Itu bentor sudah sering mi saya tegur selalu tapi terus ji begitu, 
kalau dikerasi ki mereka, biasa dilawan ki, takut ki juga iya kalau 
melawan, karena banyak ki mereka baru biasa bawa senjata” (7 
Januari 2016) 
 Hal yang sama juga ditegas oleh Pak Jm dalam wawancaranya 
dengan penulis sebagai beeerikut, 
 “Tidak ada juga sanksi berat bisa diberikan kepada pengendara 
bentor, karena sanksi yang ada dalam aturannya itu hanya 
pencabutan izin, sementara sampai saat ini tidak ada pi izin resmi 
untuk bentor” (7 Januari 2016) 
 Pak Rd mengeluhkan kurangnya personil pada Dinas Perhubungan 
Kota Makassar menyebabkan sulitnya bagi mereka untuk melakukan 
pengawasan kepada becak motor yang tersebar diseluruh kecamatan di 
Kota Makassar. Selain masalah kurangnya anggota Pada Dinas 
Perhubunngan Kota Makassar terdapat juga masalah tidak adanya sanksi 
yang berat kepada para pengendara becak motor yang tidak tertib 
terhadap kebijakan tersebut, seperti yang dikatakan Pak Dy, yang 
merupakan salah satu pegawai Dinas Perhubungan Bidang Lalu Lintas 
dan Angkutan : 
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 “Tidak ada sanksi yang berat kepada para pengendara becak 
motor, sehigga mereka seenaknya saja melanggar kebijakan 
tersebut” (7 Januari 2016) 
 Hal yang sama diungkapkan oleh Pak Dm salah satu pengguna 
jalan yang merasa terganggu dengan kehadiran becak motor, berikut 
penuturan beliau kepada penulis, 
 “Itu becak motor jalan sesukanya saja sudah sama mi seperti pete-
pete, mereka itu begitu karena tidak adanya tindakan yang tegas 
untuk pelanggaran yang mereka lakukan” (7 Januari 2016) 
 Akibat tidak adanya sanksi yang berat kepada para pengendara 
becak motor, mereka melakkan pealnggaran itu berkali-kali, bahkan 
banyak yang sudah tidak mengindahkan lagi kebijakan yang ada.  
 Selain masalah kurangnya pegawai pada dinas perhubungan Kota 
Makassar dan juga tidak adanya sanksi yang berat pada para pengendara 
becak motor, masalah yag peulis anggap penting untuk mejandi perhatian 
ialah becak motor tersebut belum memiliki izin resmi layakya kendaraan 
agkutan umum lainnya, dikarenakan belum ada sikap yang tegas dari 
pemerintah terhadap status becak motor, mungkin hal ini yang harus 
menjadi fokus kedepan Dinas Perhubungan Kota Makassar, Dinas 




 Selain itu izin trayek becak motor sampai saat ini masih belum bisa 
diberikan dikarenakan para pemilik becak motor, belum mengubah model 
becak motor mereka sesuai dengan standart keaamanan yang di tetapkan 
dalam UU Lalu Lintas tahun 2009, hal itu dijelaskan oleh Pak Rd dalam 
wawancaranya dengan penulis sebagai berikut. 
 “Sampai saat ini kami tidak bisa mengeluarkan ijin kepada para 
pengendara becak motor disebabkan model rangka belum sesuai 
dengan aturan, tapi di lain sisi kami juga belum sanggup 
menertibkan mereka karena sangat rawan gesekan jika kita ingin 
menegakkan aturan denga ketat” (7 Januari 2016) 
 Maka dari itu Pak Rd menjelaskan bahwa posisi Dinas 
Perhubungan Kota Makassar menjadi kebingungan, di satu sisi mereka 
harus menegakkan implementasi terhadap kebijakan yang ada, tapi di 
satu sisi permasalahan terhadap kondisi sosiologis para pengendara 
becak  motor yang dalam hal ini Dinas Perhubungan menghindari adanya 
kontak fisik saat aturan ditegaskan dengan keras kepada mereka, itulah 
yang menjadi harapan besar dari pegawai Dinas Perhubungan agar ada 
dukungan yang lebih dari pemerintah sehingga mampu membantu 







Kesimpulan Dan Saran 
5.1 Kesimpulan 
1. Implementasi kebijakan pengendalian opresional becak motor yang 
di atur pada Peraturan Walikota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 
belum mampu diterapkan secaara efektif dikarenakan, sulitnya untuk 
berdialog kepada para pemilik dan pengendara becak motor 
mengenai batas wilayah pengangkutan becak motor. Para pemilik 
dan pengendara becak motor selalu saja menolak untuk ditertibkan 
dan dibatasi ruang lingkup aktivitas pengangkutannya sehingga 
beberapa langkah prepentif yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan 
Kota Makassar mengalami hambatan. Selain itu kurangnya 
komunikasi yang dilakukan Dinas Perhubungan dan beberapa 
instasi, misalnya pihak Kepolisian yang dalam hal ini sebagai salah 
satu pihak yang berwenang untuk mengatur ketertiban di jalan raya. 
Bila saja ada komunikasi yang baik antara Dinas Perhubungan dan 
pihak Kepolisian,  mungkin akan lebih mudah untuk berdialog 
dengan para pemilik dan pengendara becak motor yang ada. 
Sehingga implementasi kebijakan terhadap Peraturan Walikota 
Nomor 12 Tahun 2011 itu dapat terlaksana dengan efektif. Akibat 
dari tidak efektifnya implementasi kebijakan tersebut, kita dapajt 
melihat carut marutnya lalu lintas jalan raya yang ada saat ini dan 
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juga hal itu berdampak pada konsumen becak motor. Dikarenakan 
kelayakan keamanan becak motor tidak memenuhi standart 
kelayakan keamanan kendaraan angkutan umum yang sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan Raya. 
2. Tak ada gading yang tak retak, beginilah gambaran dari 
implementasi Peraturan Walikota ini, selain beberapa masalah yang 
sudah di sampaikan diatas. Penulis menemukan beberapa faktor lagi 
yang menghambat implementasi tersebut, salah satunya ialah 
kurang personil lapangan pada Dinas Perhubungan Kota Makassar 
yang dapat langsung terjun kelapangan, bayangkan saja hanya 63 
pegawai saja yang dapat langsung terjun jalan raya untuk melakukan 
penertiban. Kalau kita lihat ada 13 kecamatan yang ada di Kota 
Makassar, maka rata-rata hanya 3 personil yang dimiliki untuk 
berjaga disetiap kecamatan. Angka tersebut tergolong sangat sedikit 
untuk mampu menertibkan aktifitas becak motor yang mencapai 
puluhan pengendara di setiap wilayah kecamatan. Faktor laing 
yangng mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut ialah tidak 
koperatifnya para pemilik dan pengendara becak motor saat 
diadakannya sosialisasi dan larangan yang diberikan oleh Dinas 






 Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis dapat memberikan 
saran sebagai berikut. 
1. Dinas Perhubungan Kota Makassar sebaiknya membuka 
komunikasi dengan pihak Kepolisian untuk bersama-sama 
melakukan penertiban terhadap aktifitas becak motor yang sudah 
mulai tidak dapat terkendali di wilayah jalan raya. 
2. Dinas Perhubungan Kota Makassar sebaiknya menambah personil 
pegawai untuk bidang lalu lintas dan pengankutan. Agar proses 
penertiban becak motor dapat terkendali dengan baik dan juga 
mampu melakukan pengawasan yang lebih terhadap penerapan 
suatu kebijakan 
3. Dinas Perhubungan kota Makassar harus secepatnya mengusulkan 
regulasi terbaru untuk menangani becak motor di Kota Makassar 
yang aktifitasnya sudah mulai tidak terkendali, dan juga harus ada 
sanksi tegas yang diberikan kepada para pemilik dan pengendara 
becak motor. Sehingga dengan adanya sanksi yang tegas tersebut 
para pemilik dan pengendara becak motor mengalami efek jera dan 
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Untuk mengetahui implementasi kebijakan opresional becak 
motor : 
 
1. Bagaimana kebijakan umum Dinas Perhubungan terhadap 





2. Upaya apa yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam 





3. Apa yang dilaksanakan dalam  Dinas  Perhubungan untuk 
mendukung / menanggulangi becak motor di Kota Makassar 











5. Apakah ada tindakan yang diambil kalau becak motor tidak 





6. Dukungan apa yang dibutuhkan oleh Dinas Perhubungan dalam 









7. Bagaimana pendapat Bapak pemerataan becak motor di setiap 






8. Dalam implementasi pengendalian becak motor apakah ada di 





9. Program kegiatan apa yang diberikan Dinas Perhubungan  Kota 





10. Program sosialisasi apa saja yang pernah dilakukan oleh Dinas 






11. Apakah kendala  yang dihadapi dinas Perhubungan dalam 

















1. Apakah Bapak/Ibu telah menerima berbagai Informasi dari 






2. Dalam melaksanakan opresional becak motor, apakah bapak/ibu 







3. Apakah becak motor secara langsung atau tidak langsung 
mendukung atau memperlancar masyarakat yang menggunakan 






4. Masalah apa saja yang perlu segera diatasi oleh Dinas 
Perhubungan agar opresional becak motor dapat berjalan 








5. Bagaimana Masyarakat menyampaikan informasi masalah 









6. Bagaimana komunikasi antar bidang yang ada dalam Dinas 
































Sumber Daya Kebijakan 
1. Untuk mengefektifkan implementasi program kegiatan tentu 
dibutuhkan dukungan sumber daya aparatur yang professional. 
Dalam Konteksini, bagaimanakinerja aparatur dalam dinas 





2. Saran dan prasarana apasaja yang disediakan oleh 







3. Bagaimana sumberdaya yang ada di dalam DinasPerhubungan 








4. Pelayanan informasi apa saja yang disediakan oleh Dinas 






5. Menurut bapak/ibu bagaimana kinerja dan kompetensi aparatur 


















2. Jelaskan bagaimana dampak dari lemahnya kordinasi di dalam 






3. Menurut bapak/ibu standart operesional prosedur dalam Dinas 
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Perhubungan, bagaimana harus diberlakukan untuk 







4. Karena Proses Implementasi program melibatkan beberapa 

















1. Bagaimana aparatur Dinas Perhubungan menyikapi 




















4. Bagaimana kejujuran aparatur Dinas Perhubungan rendah ? 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………. 
 
 
 
 
